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KATA PENGANTAR 
 
 
 
  هبحصو  هـلا  ىلعو , نيلسرملاو  ءايــبنلأا فرشا ىلع م لاـسلاو  ة لاصلاو  نيـملاعلا بر لله دمحلا
دـعب اما .نيعمجا 
Assalamu Alaikum Wr. Wb 
 Puji syukur kita Panjatkan ke hadirat Allah s.w.t yang telah memberikan 
Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita, dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan 
taslim kepada nabi besar Muhammad s.a.w yang telah membawa kita dari zaman 
jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan peradaban. 
Keberadaan skripsi ini bukan sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa untuk 
mendapat gelar sarjana tetapi lebih dari itu merupakan wadah pengembangan ilmu 
yang didapat dibangku kuliah dan merupakan kegiatan penelitian sebagai unsur Tri 
Darma Perguruan Tinggi. Dalam mewujudkan ini, penulis memilih judul 
“Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir Dari Perkawinan Di Bawah 
Tangan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dengan Hukum Nasional)”. 
Semoga kehadiran skripsi ini dapat memberi informasi dan dijadikan referensi 
terhadap pihak-pihak yang menaruh minat pada masalah ini. Penulis menyadari 
bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan 
partisipasi semua pihak, baik dalam bentuk sugesti, dan motivasi moril maupun 
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materil. Karena itu kemudian, penyusun berkewajiban untuk menyampaikan ucapan 
teristimewa dan penghargaan setinggi-tingginya ke pada keluarga tercinta khususnya 
kepada kedua orang tua saya yaitu, Agus salim dan Hapsah dalam hal pembiayaan 
kuliah dan yang menjaga serta selalu mendukung penulis dalam hal kebaikan 
utamanya terhadap perkuliahan dan tak lupa kepada seluruh keluarga besar tercinta 
yang selalu memberikan motivasi, bantuan moril dan materil serta do’a restu sejak 
awal melaksanakan studi sampai selesai. 
Secara berturut-turut penulis menyampaikan terimakasih kepada : 
1. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M. Si. Selaku Rektor UIN Alauddin Makassar. 
Serta para Pembantu Rektor beserta seluruh staf dan karyawannya. 
2. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta 
seluruh stafnya atas segala pelayanan yang diberikan kepada penulis. 
3. Dra. Nila Sastrawati, M.Si selaku ketua jurusan dan Dr. Kurniati, M.Hi. selaku 
sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  serta stafnya atas izin, 
pelayanan, kesempatan dan fasilitas yang diberikan sehingga skripsi ini dapat 
terselesaikan. 
4. Dr Alimuddin, M.Ag  selaku Pembimbing I dan Dr. Kurniati, M.Hi  selaku 
Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat, saran dan 
mengarahkan penulis dalam perampungan penulisan skripsi ini.  
5. Para Bapak/Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN 
Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam 
penyelesaian studi pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. 
vii 
 
6. Kepala perpustakaan UIN Alauddin Makassar beserta stafnya yang telah 
melayani dan menyediakan referensi yang dibutuhkan selama dalam penulisan 
skripsi ini. 
7. Sahabat  Nursalam S.H , Miftahul Khaer S.H, Agustiawan SH.i, Wahyuningsi 
Ekasakti S.H yang selalu mendoakan, menghibur dan memberikan support dan 
saran  penulis dalam menyusun skripsi 
8. Terima kasih untuk kawan-kawan kkn angkatan 51 kec bontolempangan dan 
warga desa bontolempangan yang selama ini memberikan banyak pengalaman 
dan perubahan buat saya pribadi. 
9. Seluruh mahasiswa jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Angkatan 2012 
yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang setiap saat mewarnai 
hidupku dalam suka dan duka.. 
10. Dan kepada teman-teman, sahabat, adik-adik yang tidak sempat disebutkan satu 
persatu dalam skripsi ini, mohon dimaafkan dan kepada kalian diucapkan terima 
kasih. 
   Upaya maksimal telah dilakukan dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu, 
kritik dan saran  yang membangun sangat diharapkan. Semoga hasil penelitian ini 
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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin 
dapat dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba b Be 
ت Ta t Te 
ث Sa s es (dengan titik di atas) 
ج jim j Je 
ح Ha h ha (dengan titik di bawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d De 
ذ żal ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r Er 
ز zai z Zet 
س sin s Es 
ش syin sy es dan ye 
ص sad s es (dengan titik di bawah) 
ض dad d de (dengan titik di bawah) 
ط Ta t te (dengan titik di bawah) 
ظ Za z zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik 
غ gain g Ge 
ف Fa f Ef 
ق qaf q Qi 
ك kaf k Ka 
ل lam l El 
م mim m Em 
ن nun n En 
و wau w We 
ھ Ha h Ha 
ء hamzah ’ Apostrof 
ى Ya y Ye 
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 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun.  Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
( ’ ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri  atas vokal 
tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama  Huruf Latin Nama  
َ ا fathah a a 
َ ا kasrah i i 
َ ا dammah U u 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :  
Tanda Nama  Huruf Latin  Nama  
 َ ى fathah dan yaa’ Ai a dan i 
 َؤ fathah dan wau Au a dan u  
 
Contoh: 
 َفْي  ك : kaifa 
 َلْو ھ : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
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Harakat dan 
Huruf 
Nama  Huruf dan 
Tanda 
Nama  
 َى…│ َ ا … Fathah dan alif atau 
yaa’ 
a a dan garis di atas 
ى Kasrah dan yaa’ i i dan garis di atas 
 َو Dhammmah dan 
waw 
u u dan garis di atas 
 
Contoh: 
 تام : maata 
 ى م  ر : ramaa 
 لْي  ق : qiila 
  َتْو  م ي : yamuutu 
4. Taa’ marbuutah 
Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang 
hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya 
adalah [t].sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, 
maka taa’ marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 
Contoh : 
َ ة  ضْو  ر لا  ف ْط ْلْا : raudah al- atfal 
َ ة  ن ْي  د  ملا ة ل  ضا ف ْلا : al- madinah al- fadilah 
َ ة  مْك  حْلا  : al-hikmah 
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5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid(  َ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf  (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah. 
 Contoh : 
 ا نَّب  ر : rabbanaa 
 ا ن ْي َّج ن : najjainaa 
  َق  حْلا : al- haqq 
  َم ِّع ن : nu”ima 
  َو  د  ع : ‘aduwwun 
 Jika huruf َى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (  َي ب) maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i. 
 Contoh : 
  َي ل  ع : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly) 
  َي ب  ر  ع : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا 
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang 
ditransilterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 
maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya.kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 
dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
 Contoh : 
  َسم َّشلا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
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 َ ة  ل  زل َّزل ا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
 ة ف  سل ف ْل ا : al-falsafah 
  َد  لَ ب ْل ا : al-bilaadu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.  
Contoh : 
 َنْو  ر  مْا ت : ta’muruuna 
 َعْوَّنلا : al-nau’ 
َْي  ش َء  : syai’un 
 َتْر  م ا : umirtu 
 
8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa 
Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim 
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur’an (dari Al-Qur’an), al-hamdulillah, 
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh : 
 Fizilaal Al-Qur’an 
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 Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafz al- Jalaalah (ه ّٰالل) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 
huruf hamzah. 
Contoh : 
َ 
ٰ للا ن ْي  د diinullah َ 
ٰ اللا ب billaah 
Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalaalah, ditransliterasi dengan huruf [t].contoh : 
hum fi rahmatillaah 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama 
diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila 
nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 
kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 
Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 
menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 
awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia 
ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 
contoh: 
Wa ma muhammadun illaa rasul 
xvi 
 
Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan  
Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur’an 
Nazir al-Din al-Tusi 
Abu Nasr al- Farabi 
Al-Gazali 
Al-Munqiz min al-Dalal 
 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 
harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 
Contoh: 
Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-
Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu) 
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, 
Nasr Hamid Abu) 
 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 
s.w.t = subhanallahu wata’ala 
s.a.w = sallallahu ‘alaihi wasallam 
r.a = radiallahu ‘anhu 
H = Hijriah 
M = Masehi 
QS…/…4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4 
HR = Hadis Riwayat 
KUHP  = Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
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ABSTRAK 
Nama : Ansar 
NIM : 10300112015 
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan     
Judul  : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari 
                          Perkawinan Di Bawah Tangan  (Studi Komparatif antara 
                          Hukum Islam dan Hukum Nasional). 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mendeskripsikan dan menganalisis  
kedudukan tentang anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan menurut 
hukum Islam dan hukum Nasional 2) pertanggung jawaban ketika anak yang lahir 
dari perkawinan di bawah tangan menurut hukum Islam dan hukum Nasional 3) 
persamaan dan perbedaan perkawinan perkawinan di bawah tangan menurut 
hukum Islam dan hukum Nasional. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (Hukum Positif) 
dan pendekatan teologi normatif (Hukum Islam). penelitian ini tergolong Liblary 
Research, data dikumpulkan dengan identifikasi yaitu mengelompokkan data atau 
mencari bahan-bahan kepustakaan yang sesuai dengan judul penelitian. Setelah 
mengadakan pembahasan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang 
Lahir Dari  Perkawinan Di Bawah Tangan  (Studi Komparatif antara Hukum 
Islam dan Hukum Nasional). 
 Realitas di masyarakat justru perkawinan di bawah tangan justru dianggap 
sebagai suatu hal yang biasa, dengan alasan bahwa yang penting adalah kedua 
mempelai melakukan perkawinan atas dasar suka sama suka. Hal itu membuat 
anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan dilindungi oleh negara hal itu 
diatur dalam Undang-undang RI No 23 tahun 2002 pasal 1 tentang perlindungan 
anak sedangkan dalam hukum Islam seorang anak dapat dikatakan sah apabila 
memiliki nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah, hal ini 
membuat anak dapat disebut anak yang sah. 
Adapun Implikasi penelitian adalah anak berhak atas kelangsungan hidup, 
tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak 
kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Oleh karena itu orang tua 
yang melakukan perkawinan di bawah tangan berhak mempertanggung jawabkan 
dan memelihara anak- anaknya sebagai amanah dari Allah Swt sehingga anak itu 
tumbuh menjadi dewasa. 
1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A.  Latar Belakang Masalah  
Islam adalah ajaran yang universal dan mencakup seluruh aspek dalam 
kehidupan manusia, dalam pandangan Islam pernikahan adalah sebuah hal yang di 
syariatkan, karena pernikahanlah salah satu sarana untuk mendapatkan sakinah 
dalam kehidupan. Disatu sisi disyariatkannya pernikahan yang di pandang sebagai 
miitsaqan ghalizaa, di sisi lain Islam mengharamkan perzinahan yang di pandang 
sebagai sebuah kekejian. Pernikahan di indonesia telah di atur dalam undang-
undang dan segenap aturan yang berlaku, baik dikenal dengan istilah hukum 
positif yaitu hukum yang berlaku disuatu negara tertentu atau hukum Islam yang 
sudah diserap ke dalam aturan komplikasi Hukum Islam ataupun kedalam fikih 
yang telah di gunakan oleh masyarakat indonesia. Dalam hal perkawinan , 
perkawinan sah menurut pasal 2 Undang_undang perkawinan Tahun 1974, yang 
juga diatur dalam pasal 10 ayat(2) PP No.9/1975 disebutkan sebagai berikut: 
1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaanya. 
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
 Abd rahman Al-Jaziri mengatakan bahwa, perkawinan adalah suatu 
perjanjian suci antara seorang laki- laki dan seorang perempuan untuk membentuk 
suatu keluarga yang bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa 
perkawinan adalah perjanjian.Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian 
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adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip 
suka sama suka. Sehubungan dengan adanya ketentuan pasal 2 B. W. Yang 
menyebutkan bahwa anak yang masih berada dalam kandungan seorang wanita, 
dianggap telah dilahirkan bila kepentingan anak menghendakinya. Dari uraian ini 
dapat disimpulkan bahwa anak yang masih berada dalam kandungan seorang 
wanita, dianggap telah dilahirkan bila kepentingan anak menghendakinya. 
Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus 
menjaganya, karena pada dirinya melekat harkat, dan hak-hak sebagai manusia 
yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi 
manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan 
Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Dilihat dari sisi 
kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi 
penerus cita-cita bangsa. Sehingga  setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 
tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari 
tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.1 
Di seluruh dunia, bukan hanya perempuan dewasa tetapi perempuan yang 
tergolong di bawah umur (anak-anak) juga secara terus menerus mengalami 
perlakuan diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan. Bahkan untuk alasan-alasan 
yang tidak masuk akal. Untuk itu, Indonesia juga telah memiliki rencana aksi 
nasional penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan untuk anak. Namun 
kenyataannya, tingginya jumlah anak-anak yang bekerja yang sebagian besar di 
bawah usia 15 tahun, baik pada sektor formal maupun informal. Pada bagian 
                                                     
1Hamzah Hasan, Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam (Makassar: 
Alauddin University Press, 2012), h. 187.  
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perkawinan di bawah tangan terhadap anak, pemerintah mengakui tidak adanya 
data akurat. Sehingga diperkirakan dari semua kasus perkawinan yang lahir di 
bawah tangan  di Indonesia yang jumlahnya 30.000-70.000 adalah anak-anak. 
Mayoritas korbannya adalah perempuan, di samping anak laki-laki.2 Keadaan ini,  
ditunjang dengan situasi krisis ekonomi yang tak kunjung usai sehingga fenomena 
yang muncul adalah meningkatnya anak yang kawin di luar nikah. Keterlibatan 
anak-anak tersebut,  bukanlah berdasarkan motivasi kesukarelaan melainkan atas 
dasar paksaan. Menanggapi keadaan tersebut, kelompok pembela perempuan 
menyerukan dalam berbagai pertemuan Internasional untuk segera menyusun 
instrument HAM sebagai landasan bagi upaya penegakan, perlindungan dan 
pemajuan hak asasi anak tentang perkawinan di bawah tangan.3 
Adanya kesadaran masyarakat dunia, sudah semakin tinggi dalam upaya 
perlindungan HAM, maka disepakatilah Konvensi Hak Anak. Hak-hak anak 
sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak dirumuskan pada 31 hak 
yaitu: 
1. Hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang. 
2. Hak untuk mendapatkan nama. 
3. Hak untuk mendapatkan kewarganegaraan. 
4. Hak untuk mendapatkan identitas diri. 
5. Hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak. 
                                                     
2Abdul Rahman, Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional  Anak 
Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam (Makassar: Alauddin University 
Press, 2011), h. 86. 
3Musdah Mulia, Islam Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi (Jakarta: Naufan 
Pustaka, 2010), h. 246. 
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6. Hak untuk mendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi..4 
Islam juga mengajarkan konsep perlindungan anak. Salah satunya 
mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak atau secara eksplisit 
mengandung hak anak yang harus didapatkan dari kedua orang tuanya sehingga 
Islam melarang terjadinya penelantaran terhadap anak tertuang dalam firman 
Allah  QS al-Nisa/4: 9.  
                             
    
Terjemahnya:  
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah 
mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 
perkataan yang benar.5 
Ayat tersebut menegaskan bahwa menjaga anak itu adalah amanah dari 
Allah maka hendaklah para orang tua meninggalkan anak dalam keadaan 
berkecukupan agar anak di kemudian hari (setelah ditinggal mati orang tuanya) 
tidak menjadi pengangguran dan peminta-minta. 
Pada ayat yang lain, Allah menganjurkan agar umat- Nya ikut serta 
berperan dalam melindungi anak, khususnya anak-anak yang masih di bawah 
umur. Sesuai dengan firman Allah dalam QS al-Tawbah/9: 71.  
                                                     
4Candra Gautama, Konvensi Hak Anak (Jakarta: LSPP, 2000), h. 243-245. 
 
5Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya  (Jakarta: Proyek  Pengadaan 
Kitab Suci Al-Qur’an, 1993), h. 116. 
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               … 
Terjemahnya: 
Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan , sebagian mereka 
 (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain...6 
Perkawinan di bawah tangan  yang dilakukan terhadap anak di bawah 
umur tentunya akan berdampak pada psikologis, maupun perkembangan lainnya.  
Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma yang 
berkepanjangan, yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, misalnya 
minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa yang terganggu. Dan 
berdasarkan hadis terhadap anak yang melakukan perkawinan di bawah tangan 
antara lain: 
 َّقَحَأ َّنِإ َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر َلاَق َلَاق ٍرِماَع ِنْب َةَبْقُع ْنَع ِِهب َفَُوي ْنَأ ِطْرَّشلا
 َجوُرُفْلا ِِهب ْمُتْلَلْحَتْسا اَم 
Artinya: 
Dari Uqbah bin Amir RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 
 'Sesungguhnya syarat yang lebih utama untuk dipenuhi adalah apa yang 
 dapat menghalalkan bagimu untuk bersenggama."" (Muslim 4/140).7 
Akhirnya  berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut, 
kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban eksploitasi 
seksual komersial tersebut. Peran aktif bagi aparat penegak hukum dalam 
menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan.8 Berdasarkan uraian, 
tersebut ternyata ada masalah yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan 
                                                     
6Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya , h. 291. 
7Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Bani, Mukhtasar Shahih Muslim (Kampung Sunnah: 
Pustaka Ebook Akhlusunnah), h. 375. 
8Hamzah Hasan, Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam, h. 169. 
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masalah “Perlindungan Hukum terhadap Anak yang lahir dari Perkawinan Di 
Bawah Tangan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Nasional). 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok 
masalah dalam penelitian tersebut adalah “Bagaimana perlindungan hukum 
terhadap anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan menurut hukum Islam 
dan hukum Nasional”. Dari pokok masalah tersebut maka dirumuskan beberapa 
sub masalah yakni: 
1. Bagaimanakah kedudukan anak yang lahir dari perkawinan di bawah 
tangan menurut Hukum Islam dan hukum Nasional? 
2. Bagaimana pertanggung jawaban ketika anak yang lahir dari perkawinan 
di bawah tangan menurut hukum Islam dan hukum Nasional? 
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan perkawinan di bawah tangan 
menurut hukum Islam dan hukum Nasional? 
 
C. Pengertian Judul 
Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mendefenisikan dan 
memahami permasalahan ini, maka akan dipaparkan beberapa pengertian variabel 
yang telah dikemukakan dalam penulisan judul. Adapuan variable yang dimaksud 
adalah sebagai berikut: 
1. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta 
pengakuan terhadap hak- hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek 
hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai 
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kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal 
dari hal lainnya.9 
2. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. 
Sehingga  setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 
berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak 
kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.10 
3. Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang belum tercatat di 
Departemen Agama dan atau pernikahan yang dilakukan secara sah 
dengan syarat dan rukun nikah dalam Islam, namun belum juga 
dilakukan pelaporan Ke kantor Departemen Agama untuk mendapatkan 
akte nikah.11 
 Jadi perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan di 
bawah tangan menurut hukum Islam dan hukum Nasional adalah perlindungan 
akan harkat dan martabat setiap anak yang berhak atas kelangsungan hidup, 
tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari 
tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan yang belum 
tercatat di Departemen Agama dan atau pernikahan yang dilakukan secara sah 
dengan syarat dan rukun nikah dalam Islam. 
 
D. Kajian Pustaka 
Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa literatur yang dijadikan acuan 
dasar, antara lain: 
                                                     
9Musdah Mulia, Islam Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi (Jakarta: Naufan 
Pustaka, 2010), h. 246. 
10Abdul Rahman, Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional  Anak 
Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam (Makassar: Alauddin University 
Press, 2011), h. 86. 
11Mardani,  Hukum Islam ( Cet. 2; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 4. 
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1. Neng Djubaeddah, dalam bukunya “Perzinaan dalam Peraturan 
Perundang-Undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam”12. Dalam 
buku ini menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap perkawinan di 
bawah umur dari perbuatan zina. Di bawah umur referensi dalam mengkaji 
perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur. 
2. Abdi Widjaja, dalam bukunya “Penerapan Hukum Pidana Islam Menurut 
Mazhab Empat” dalam buku ini membahas tentang defenisi zina menurut 
Mazhab Empat yaitu Mazhab Malikiyah, Mazhab Hanafiah, Mazhab 
Syafi’iyah dan Mazhab Hanbaliah.13 Dalam buku ini juga menjelaskan 
ancaman pidana terhadap pelaku perbuatan zina. 
3. Hamzah Hazan, dalam bukunya “Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum 
Pidana Islam”.14 Dalam buku ini menjelaskan tentang macam-macam zina, 
sanksi hukumnya, faktor penyebab kejahatan zina, proses pembuktian 
kejahatan zina, upaya pencegahan terjadinya kejahatan zina, dampak 
kejahatan zina.  
4. Ahmad Wardi Muslich, dalam bukunya “Hukum Pidana Islam”.15 Dalam 
buku ini membahas tentang unsur-unsur jarimah zina, hukuman untuk 
jarimah zina, pembuktian untuk jarimah zina, pelaksanaan hukuman, hal-
hal yang menggugurkan hukuman.16 Beliau juga menjelaskan alasan 
larangan zina dalam Islam, kenyataan memperkuat syari’at Islam dan 
bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan zina. Di samping itu Beliau juga 
                                                     
12Neng Djubaedddah, Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 
ditinjau dari Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 75. 
13Abdi Widjaja, Penerapan Hukum Pidana Islam Menurut Mazhab Empat, (Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 15. 
14Hamzah Hasan, Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam (Makassar: 
Alauddin University Press, 2012), h. 187. 
15Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 73. 
16Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 
3. 
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menjelaskan zina dalam pandangan hukum Islam dan hukum nasional. 
Dalam buku ini belum membahas tentang pertanggungjawaban pelaku 
perbuatan zina menurut hukum Islam dan hukum nasional. 
5. Witanto, dalam bukunya “Hukum Keluarga Hak Dan kedudukan Anak 
Luar kawin”.17 Dalam buku ini membahas tentang kedudukan anak di 
bawar umur dari perkawinan. Maka dari itu penulis menjadikan referensi 
dan rujukan buku tersebut sebagai dasar atau landasan teori dalam 
memahami perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan 
di bawah tangan. 
E.  Metodologi Penelitian 
Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf 
keilmuan. Penelitian merupakan aktivitas menelaah suatu masalah dengan 
menggunakan metode ilmiah secara terancang dan sistematis untuk menemukan 
pengetahuan baru yang terandalkan kebenarannya (objektif dan sahih) mengenai 
dunia alam dan dunia sosial, penelitian dimaknai sebagai sebuah proses 
mengamati fenomena secara mendalam dari dimensi yang berbeda. Penelitian 
adalah proses ketika seseorang mengamati fenomena secara mendalam dan 
mengumpulkan data dan kemudian menarik beberapa kesimpulan dari data 
tersebut.18 Metodologi merupakan sistem panduan untuk memecahkan persoalan 
dengan komponen spesifikasinya adalah bentuk, tugas, metode, tekhnik dan alat. 
Dengan demikian, Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, 
dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. 
                                                     
17Witanto, Hukum Keluarga Hak Dan kedudukan Anak Luar kawin (Jakarta: Prenada 
Media Group), h. 85. 
18Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif (Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2014), h. 8. 
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1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kepustakaan yang disebut pula dengan istilah Library Research yaitu penelitian 
yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum, kitab undang-
undang hukum pidana (KUHP), kitab fikih, jurnal dan literatur yang berkaitan 
atau relevan dengan objek kajian.  
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu pendekatan 
normatif, artinya berupaya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma 
atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap 
orang.19 Dalam hal ini hukum yang dikonsepkan tersebut mengacu pada dalil-dalil 
al-Qur’an dan hadis sebagai dasar hukum yang berlaku dalam hukum Islam serta 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai hukum nasional yang berlaku di 
Indonesia. 
3. Sumber Data 
    Dalam penelitian ini digunakan sumber data primer yang berasal dari 
literatur-literatur bacaan antara lain dari kitab-kitab, buku bacaan, naskah sejarah, 
sumber bacaan media massa maupun sumber bacaan lainnya. Dalam 
pengumpulan dari sumber bacaan digunakan dua metode kutipan sebagai berikut: 
1)   Kutipan Langsung 
Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain secara 
langsung sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya. 
Mengutip secara langsung dapat diartikan mengutip pendapat dari sumber aslinya. 
 
                                                     
19Abdul Kadir Muhammad,  Hukum dan Penelitian Hukum (Cet. 1; Bandung: PT. Citra 
Aditya Bakti, 2004), h. 52. 
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2) Kutipan tidak langsung  
Kutipan tidak langsung merupakan kutipan tidak menurut kata-kata, tetapi 
menurut pokok pikiran atau semangatnya, dan dinyatakan dalam kata-kata dan 
bahasa sendiri.20 Penulisan kutipan tidak langsung panjang dan pendek juga akan 
dibedakan untuk kepentingan kejelasan. 
 
4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
a. Pengolahan Data 
Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data 
yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, 
rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini 
antara lain sebagai berikut: 
1) Identifikasi data  adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan 
judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang diambil 
adalah data yang berhubungan dengan fakta terkait dengan tindak pidana 
perzinahan dalam Hukum Positif dan hukum Islam yaitu larangan mendekati 
tindak pidana zina apalagi melakukannya. 
2) Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan 
pembahasan agar pembuatan dan  penulisan skripsi menjadi efektif dan 
mudah untuk dipahami oleh para pembaca serta tidak berputar-putar dalam 
membahas suatu masalah. 
3) Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan 
untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan 
dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini 
                                                     
20Tim Penulis, Tips dan Cara Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi (Yogyakarta: Shira 
Media, 2009), h. 117 . 
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dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual 
sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan. 
b. Analisis Data 
Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan 
masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis 
data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan 
yang dapat dikelolah, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 
menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang 
dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan. 
 
5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan  
Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu: 
a. Untuk mengetahui konsep tentang Anak yang lahir dari perkawinan di bawah 
tangan menurut hukum Islam dan hukum Nasional. 
b. Untuk mengetahui pertanggung jawaban anak yang lahir dari perkawinan di 
bawah tangan menurut hukum Islam dan hukum Nasional. 
c. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan perkawinan di bawah tangan  
menurut hukum Islam dan hukum nasional. 
2. Kegunaan 
a. Kegunaan Teoritis 
Secara teoretis  penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah 
pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum umumnya dan hukum 
Islam khususnya, sehingga dapat memberikan dorongan untuk mengkaji lebih 
kritis dan serius lagi mengenai berbagai permasalahan dalam dunia hukum, 
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terutama hukum Islam dan hukum nasional, mengenai perlindungan hukum 
terhadap anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan. 
b. Kegunaan Praktis 
1) Dapat memberikan  informasi dan pengetahuan tentang anak yang lahir 
dari perkawinan di bawah tangan 
2) Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak yang terkait 
dalam menangani masalah tindak pidana menurut hukum Islam dan 
hukum nasional. 
3) Dengan adanya penelitian ini maka akan menjadi refrensi dalam 
pengetahuan tentang anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan. 
agar kedepannya jika ingin melakukan suatu pernikahan agar kiranya 
mencatatkannya dulu ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN). 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG KEDUDUKAN ANAK  
A. Kedudukan Anak Menurut Hukum Nasional 
 Dalam pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan 
anak ditegaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18  tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut UU No. 4 Tahun 1979 
tentang kesejahteraan anak, anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa 
yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Hal ini selaras 
dengan pengertian anak dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak 
dan PP No. 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak. Ketentuan tersebut 
menerangkan bahwa anak yang masih dalam kandungan pun dikategorikan anak 
sampai dengan anak berusia 18 tahun. Dari seorang anak yang hadir akibat dari 
sebuah perkawinan maka akan timbullah antara hak dan kewajiban selaku anak. 
Di antara hak dan kewajiban tersebut adalah:1 Kedua orang tua wajib memelihara dan 
mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (Pasal 45)  
a. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik 
(Pasal 46), 
b. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang 
tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan 
bantuannya. 
c. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam 
dan di luar pengadilan (Pasal 47), 
d. Meskipun orang tua dicabut kekuasaanya, mereka masih tetap berkewajiban 
untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut (Pasal 49 ayat 2). 
Selain itu, akan timbul pula kekuasaan orang tua terhadap anak, di antaranya: 
                                                     
1Abdussalam,  Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: PTIK Press, 2014), h. 25. 
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1. Anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin ada di bawah 
kekuasaan orang tua. 
2. Orang tua dapat mewakili segala perbuatan hukum, baik di dalam maupun di 
luar pengadilan. 
3. Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang tetap 
anak yang dimiliki anaknya yang berumur 18 tahun atau belum pernah kawin. 
4. Kekuasaan orang tua bisa dicabut oleh pengadilan apabila: 
a. Ia melalaikan kewajibannya terhadap anak 
b. Ia berlakuan buruk sekali  
 Berdasarkan beberapa aturan aturan perundang-undangan anak sah 
diberikan definisi antara lain, sebagai berikut:2 
a. Pasal 42 UU Perkawinan menyatakan bahwa “anak sah adalah anak yang 
dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan sah”.  
b. Pasal 250 KUHPerdata menyebutkan bahwa “ anak yang dilahirkan atau 
dibesarkan selama perkawinan memperoleh si suami sebagai ayahnya”. 
 Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus 
menjaganya, karena pada dirinya melekat harkat, dan hak-hak sebagai manusia 
yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi 
manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan 
Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Dilihat dari sisi 
kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi 
penerus cita-cita bangsa. Sehingga  setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 
tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari 
tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.3 Di seluruh 
                                                     
 2 Abdussalam,  Hukum Perlindungan Anak, h. 27. 
3Hamzah Hasan, Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam (Makassar: 
Alauddin University Press, 2012), h. 187.  
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dunia, bukan hanya perempuan dewasa tetapi perempuan yang tergolong di bawah 
umur (anak-anak) juga secara terus menerus mengalami perlakuan diskriminasi, 
eksploitasi, dan kekerasan. Bahkan untuk alasan-alasan yang tidak masuk akal. 
Untuk itu, Indonesia juga telah memilki rencana aksi nasional penghapusan 
bentuk-bentuk terburuk pekerjaan untuk anak. Namun kenyataannya, tingginya 
jumlah anak-anak yang bekerja yang sebagian besar di bawah usia 15 tahun, baik 
pada sektor formal maupun informal. Pada bagian eksploitasi seksual anak, 
pemerintah mengakui tidak adanya data akurat. Sehingga diperkirakan dari semua 
kasus eksploitasi seksual sekitar 30 persen dari pekerja seksual di Indonesia yang 
jumlahnya 30.000-70.000 adalah anak-anak. Mayoritas korbannya adalah 
perempuan, di samping anak laki-laki.4 Keadaan ini,  ditunjang dengan situasi 
krisis ekonomi yang tak kunjung usai sehingga fenomena yang muncul adalah 
meningkatnya prostitusi. Keterlibatan anak-anak tersebut,   bukanlah berdasarkan 
motivasi kesukarelaan melainkan atas dasar paksaan. Menanggapi keadaan 
tersebut, kelompok pembela perempuan menyerukan dalam berbagai pertemuan 
Internasional untuk segera menyusun instrument HAM sebagai landasan bagi 
upaya penegakan, perlindungan dan pemajuan hak asasi anak.5 
 Adanya kesadaran masyarakat dunia, sudah semakin tinggi dalam upaya 
perlindungan HAM, maka disepakatilah Konvensi Hak Anak. Hak-hak anak 
sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak dirumuskan pada 31 hak 
yaitu: 
1. Hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang. 
2. Hak untuk mendapatkan nama. 
                                                     
4Abdul Rahman, Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional  Anak 
Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam (Makassar: Alauddin University 
Press, 2011), h. 86. 
5Musdah Mulia, Islam Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi (Jakarta: Naufan 
Pustaka, 2010), h. 246. 
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3. Hak untuk mendapatkan kewarganegaraan. 
4. Hak untuk mendapatkan identitas diri. 
5. Hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak. 
6. Hak untuk mendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi. 
7. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam konflik senjata. 
8. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami konflik 
hukum. 
9. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami  
eksploitasi sebagai pekerja seks. 
10. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami 
eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan. 
11. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami 
eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. 
12. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, 
penjualan, perdagangan anak-anak. 
13. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami 
eksploitasi sebagai anggota kelompok minoritas atau masyarakat adat. 
14. Hak untuk hidup dengan orang tua. 
15. Hak untuk tetap berhubungan dengan orang tua bila dipisahkan dari 
salah satu orang tua. 
16. Hak untuk mendapatkan pelatihan keterampilan. 
17. Hak untuk berekreasi. 
18. Hak untuk bermain. 
19. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan seni dan kebudayaan. 
20. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagai pengungsi. 
21. Hak untuk bebas beragama. 
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22. Hak untuk bebas berserikat. 
23. Hak untuk bebas berkumpul secara damai. 
24. Hak untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber. 
25. Hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi. 
26. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari siksaan. 
27. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan. 
28. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang kejam, 
hukuman, dan perlakuan yang tidak manusiawi. 
29. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penangkapan yang 
sewenang-wenang. 
30. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perampasan kebebasan . 
31. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar secara cuma-cuma.6 
 Di dalam negara hukum yang demokratis, hak-hak individu selalu di 
lindungi oleh undang-undang. Perlindungan terhadap individu adalah tugas negara 
dan perlindungan individu ini harus sama terhadap semua warga negara tanpa 
terkecuali, termasuk terhadap anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan 
untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya supaya anak dapat hidup, 
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
dikriminasi.7  
 
  
                                                     
6Candra Gautama, Konvensi Hak Anak (Jakarta: LSPP, 2000), h. 243-245 
7Alimuddin, Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama (Bandung, Nuansa 
Aulia, 2014), h. 62. 
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B.   Kedudukan Anak menurut Hukum Islam 
1. Dalam Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang 
baik, jaminan dan perlindungan kesehatan. Hal ini berdasarkan QS at-
Thalaq/65: 6 
Islam juga terdapat beberapa hak-hak anak yang termuat di dalam firman 
Allah swt. sebagai berikut:8  
                               
                                 
                
Terjemahnya: 
Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut 
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 
menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah 
ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya 
hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu 
untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah 
di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui 
kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya9. 
2. Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu 
perempuan atau laki-laki. Hal ini berdasarkan QS an-Nahl/16: 58-59 
                                  
                           
Terjemahnya: 
Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak 
perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia 
                                                     
8M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Di Hukum, h. 18-19.  
9Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya , h. 817 
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menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita 
yang disampaikan kepadanya. apakah dia akan memeliharanya dengan 
menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah 
(hidup-hidup) ?. Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan 
itu.10 
3. Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun 
setelah lahir. Ini ditegaskan bahwa Islam melarang aborsi dan berdasarkan QS 
al-Isra/17: 31 
                                 
Terjemahnya: 
Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. 
kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepaadamu. 
Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.11 
4. Hak anak untuk diberikan ASI (air susu ibu). Hal ini terdapat dalam QS al-
Baqarah/2: 233 
                                     
                                     
                              
                                        
                               
Terjemahnya: 
Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, 
yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah 
memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. 
seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 
janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan 
                                                     
10Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya , h. 372  
11Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya , h. 388  
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seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. 
apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan 
keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan 
jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa 
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 
bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha 
melihat apa yang kamu kerjakan.12 
Berdasarkan ajaran Islam terkait hak anak tersebut, maka, diperoleh 
pelajaran bahwa Islam memandang bahwa hak-hak anak semenjak dalam 
kandungan bahkan sebelum itu untuk dilindungi dan diberikan secara optimal 
karena Islam memandang penting pembinaan anak sebagai calon pemimpin masa 
depan melalui peran keluarga dan masyarakat serta negara. 
1. Kewajiban Anak 
Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, 
tugas yang harus dilakukan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, ada 5 hal kewajiban anak di Indonesia yang 
semestinya dilakukan yaitu: 
a. Menghormati orang tua, wali, dan guru. 
b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman. 
c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara. 
d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. 
e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.13  
Anak wajib menghormati orang tua karena ayah dan ibu lebih berhak dari 
segala manusia untuk dihormati dan ditaati. Bagi umat muslim, seorang anak 
diajarkan untuk berbakti, taat dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya.14 Hal 
ini sesuai dengan firman Allah swt. Dalam QS al-Isra/17: 23 
                                                     
12Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya , h. 47  
13Lihat Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
14M. Nasri Djamil, Anak Bukan Untuk Di Hukum, h. 22  
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                                    
                           
Terjemahnya: 
Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah 
selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan 
sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya 
sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah 
kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu 
membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang 
mulia.15 
 Islam juga mengajarkan konsep perlindungan anak. Salah satunya 
mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak atau secara eksplisit 
mengandung hak anak yang harus didapatkan dari kedua orang tuanya sehingga 
Islam melarang terjadinya penelantaran terhadap anak tertuang dalam firman 
Allah  QS al-Nisa/4: 9.  
                          
      
Terjemahnya: 
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.oleh sebab itu hendaklah mereka 
bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan 
yang benar.16 
 Ayat tersebut menegaskan bahwa menjaga anak itu adalah amanah dari 
Allah maka hendaklah para orang tua meninggalkan anak dalam keadaan 
                                                     
15Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya , h. 370 
  
16Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya , h. 116. 
 
23 
 
berkecukupan agar anak di kemudian hari (setelah ditinggal mati orang tuanya) 
tidak menjadi pengangguran dan peminta-minta. Pada ayat yang lain, Allah 
menganjurkan agar umat- Nya ikut serta berperan dalam melindungi anak, 
khususnya anak-anak yang masih di bawah umur. Sesuai dengan firman Allah 
dalam QS al-Tawbah/9: 71.  
               … 
Terjemahnya: 
Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan , sebahagian mereka 
(adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain...17 
 Setelah adanya kedudukan anak dalam ketentuan hukum Islam kemudian 
 akan timbulnya suatu pemberian hak atau melahirkan hak anak yang 
harus diakui/diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima 
 oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara. Setelah adanya hak 
 anak dalam pandangan hukum Islam yang memiliki aspek secara 
universal  terhadap kepentingan anak itu sendiri yaitu meletakkan hak anak dalam 
 hukum Islam, memberikan sebuah gambaran bahwa tujuan dasar kehidupan 
  umat Islam adalah membangun ummat manusia yang memegang teguh ajaran 
Islam dengan demikian, hak anak dalam pandangan hukum Islam meliputi aspek 
hukum dalam lingkungan hidup seseorang untuk Islam.  
 Penetapan asal-usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti 
yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan 
mahram (nasab) anatara anak dengan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya setiap 
anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi 
ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain, seorang anak yang 
                                                     
17Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya , h. 291. 
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lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, dan 
ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.  
 Berdasarkan teori doktrinal anak sah memiliki pengertian antara lain, 
menurut Hilman Hadikusuma yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang 
dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan 
kepercayaan. Adapun menurut Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa dengan 
adanya perkawinan pada setiap anak yang lahir dari tempat tidur suami mutlak 
menjadi anak dari suami itu tanpa memerlukan pengakuan darinya. Maka seorang 
anak mendapatkan kedudukan hukum sebagai anak yang sah apabila kelahiran si 
anak didasarkan pada perkawinan orang tuanya yang sah atau telah didahului oleh 
adanya perkawinan yang sah.  
 Dalam KHI telah dinyatakan dengan jelas bahwa perkawinan di bawah 
tangan jelas tidak dapat dilaksanakan selain kedua calon suami isteri beragama 
Islam. Sehingga tidak ada peluang bagi orang-orang yang memeluk agama Islam 
untuk melaksanakan perkawinan di bawah tangan. Kenyataan yang terjadi dalam 
sistem hukum Indonesia, perkawinan di bawah tangan dapat terjadi. Hal ini 
disebabkan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan memberikan 
peluang tersebut terjadi, karena dalam peraturan tersebut dapat memberikan 
beberapa penafsiran bila terjadi perkawinan di bawah tangan. Berdasarkan UU 
No. 1/1974 pasal 66, maka semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan 
sejauh telah diatur dalam UU No. 1/1974, dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu 
perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata / BW, 
Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen dan peraturan perkawinan campuran. 
Secara a contrario, dapat diartikan bahwa beberapa ketentuan tersebut masih 
berlaku sepanjang tidak diatur dalam UU No. 1/1974. 
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Perubahan merupakan fenomena yang terjadi dalam kehidupan ini. 
Perubahan kebudayaan adalah ketidaksesuaian diantara unsur-unsur budaya yang 
saling berbeda, sehingga tercapai keadaan yang tidak serasi fungsinya, perubahan 
kebudayaan ini misalnya karena tingkat pendidikan dari anggota masyarakat dan 
pengaruh media massa  sehingga terjadi perubahan, apakah nanti perubahan yang 
mengarah kepada kebaikan atau akan melahirkan budaya baru yang sesuai dengan 
kondisi sosial. 
Lebih lanjut dijelaskan oleh para ahli antropologi terkenal seperti Redfield 
LintHarkovits merumuskan bahwa akulturasi meliputi fenomena yang timbul 
sebagai akibat adanya kontak secara langsung dan terus-menerus antar kelompok-
kelompok manusia yang mermpunyai kebudayaan yang berbeda-beda. Sehingga 
menimbulkan adanya perubahan kebudayaan yang asli dari kedua masyarakat 
yang bersangkutan.18 Jadi, akulturasi merupakan pola perubahan yang mana 
karena adanya kontak dua kebudayaan yang berbeda-beda sehingga menimbulkan 
adanya perubahan budaya asli pada masyarakat tersebut. Kolonialisasi, perang, 
Migran misi penyebaran Agama, perdagangan dan sebagainya yang 
memungkinkan dua kebudayaan menjadi kontak. Lagi pula media massa terutama 
media cetak seperti radio, televisi yang menghubungkan orang diseluruh dunia. 
Terjadinya perubahan suatu kebudayaan itu muncul karena keadaan masyarakat 
yang serba plural akan bertemu dan saling bahur-membahur dengan beberapa 
kelompok etnik lainnya yang berbeda-beda pola kebudayaannya. Di mana setiap 
                                                     
18Abdullah Ahmad. BA. Kerajaan Bima dan Kebudayaan Bima (diterbitkan oleh Kantor 
Kebudayaan Kabupaten Bima. 1992 ), h. 15 
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anggotanya akan memainkan peranan sebagai pengungkapan akan kedudukannya 
sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi. Peran yang dilakukan itu 
terwujud pada tindakan dengan menggunakan strategi adaptif tertentu yang 
memiliki eksistensi baik sebagai individu maupun sebagai kelompok dan anggota 
masyarakat tertentu.19 
 
 
 
 
                                                     
19Mohammad Asmawi. Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan. (Yogyakarta: 
Darussalam, 2004), h. 33. 
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BAB III 
             TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DALAM 
HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL 
A. Peranan Hukum Islam Dalam Penanggulangan Anak Yang Lahir Dari 
Perkawinan Di Bawah Tangan 
 Peranan hukum Islam dalam penanggulangan anak yang lahir dari 
perkawinan di bawah tangan yakni melalui kewenangan Agama dalam hal ini 
menyangkut dua perkara dengan penetapan yang berbeda, yaitu penetapan asal 
usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.1 
Penetapan asal-usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat 
penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram 
(nasab) antara anak dengan ayahnya.2 Kendatipun pada hakikatnya setiap anak 
yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi 
ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain, seorang anak dapat 
dikatakan sah apabila memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari 
perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, 
tidak dapat disebut anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di 
luar perkawinan yang sah, dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. 
 Masalah anak sah diatur dalam UU No 1/1974 Pasal 42, 43 dan 44 
berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak di dalam Undang-undang 
perkawinan Pasal 55 menegaskan:3 
1. Asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran autentik, 
yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 
                                                     
1Alimuddin, Pembuktian Anak dalam Hukum Acara Peradilan Agama (Bandung: 
Penerbit Nuansa Aulia, 2014), h. 15. 
 2Siska Lis Sulistiani, Kedudukan Hukum Anak (Bandung: Refika Aditama, 2015), h. 45.  
3Lihat UU No 1/1974 Pasal 42, 43 dan 44  
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2. Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka 
pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak 
setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang 
memenuhi syarat. 
3. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi 
pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang 
bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan. 
 Perkawinan sering juga disebut dengan Nikah berasal dari bahasa arab 
yang artinya ikatan atau berkumpul. Bila ditinjau pasal 1 dari UU No. 1 Tahun 
1974 tentang perkawinan. Pengertian Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa.4 Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya 
Hukum Perkawinan Islam, perkawinan yang disebut “nikah” berarti melakukan 
suatu akad atau perjanjian untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua 
belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk 
mewujudkan suatu kebahagiaan lama.  
 Pada KUHPerdata memandang perkawinan hanya dari hubungan 
keperdataan saja, yang berarti bahwa asalnya suatu perkawinan hanya ditentukan 
oleh pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut, 
sementara syarat-syarat serta pengaturan agama dikesampingkan. Perkawinan 
dianggap suatu lembaga yang terikat pada suatu pengakuan oleh negara dan hanya 
sah bila dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang (penguasa).  
 Dari beberapa defenisi di atas memberikan penjelasan kepada kita tentang 
beberapa pengertian perkawinan. Sedangkan perkawinan di bawah tangan 
                                                     
4R. Soetojo Prawirohamidjojo Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga 
(Surabaya: Airlangga University Press, 2008), h. 19  
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merupakan sebutan yang biasa digunakan di tengah masyarakat Indonesia. 
Perkawinan di bawah tangan ini dimaksudkan menyebutkan perkawinan yang 
belum tercatatat di Departemen Agama dan atau pernikahan yang dilakukan 
secara sah dengan syarat dan Rukun nikah dalam Islam, namun belum dilakukan 
pelaporan Ke Kantor Departemen Agama untuk mendapatkan akte nikah. 
Kebanyakan masyarakat yang melakukan pernikahan atau perkawinan di bawah 
tangan disebabkan oleh faktor ekonomi.  
 Sebagaimana disebutkan di dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 
yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku”.5 Hal ini tentu memberikan gambaran bahwa tiap-tiap 
pernikahan di bawah tangan memiliki kewajiban bagi kedua mempelai untuk 
mencatatkan perkawinannya Di Departemen Agama tempat mereka 
melangsungkan pernikahan. Dan dengan tidak dilakukannya pencatatan bukan 
berarti penikahan yang dilakukan tidak syah secara Islam. Kemudian hal ini 
diperjelas dengan ketentuan pasal 5 ayat 2  Peraturan Menteri Agama Republik  
Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 yang berbunyi : “Pemberitahuan kehendak nikah 
dilakukan secara tertulis dengan mengisi Formulir Pemberitahuan dan dilengkapi 
persyaratan sebagai berikut:6 
a. Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah atau nama lainnya; 
b. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul 
calon mempelai dari kepala desa/lurah atau nama lainnya; 
c. Persetujuan kedua calon mempelai; 
d. Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa/pejabat 
setingkat; 
                                                     
5Lihat Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. 
6Alimuddin, Pembuktian Anak dalam Hukum Acara Peradilan Agama (Bandung: 
Penerbit Nuansa Aulia, 2014), h. 15 
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e. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai belum mencapai usia 21 
tahun; 
f.  Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana 
dimaksud huruf e di atas tidak ada. 
g.  Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 
tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun; 
h.  Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota 
TNI/POLRI 
i. Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristeri lebih dari 
seorang; 
j.  Kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang 
perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama; 
k. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri dibuat oleh kepala 
desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda; 
l.  Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga 
negara asing.  
 
B.  Landasan Dasar Perkawianan Secara Hukum Islam 
1. Dalil Al-Qur’an 
 Yang menjadi Landasan dasar dalam Pernikahan yang merupakan salah 
satu ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam ajaran Islam.7 
Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam Qs ar-Ruum/21 
                                                     
7Siska Lis Sulistiani, Kedudukan Hukum Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam 
(Bandung: Refika Aditama, 2015), h. 45 
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      مُكَل َقَلَخ َْنأ ِِهتَايآ ْنِمَو ُكْسَتِّل اًجاَوَْزأ ْمُكِسُفَنأ ْن ِّممُكَن ْ ي َب َلَعَجَو اَه ْ َيِلإ اوُن 
 َنوُر َّكَف َت َي ٍمْوَقِّل ٍتَايَلَ َكِلَذ فِ َّنِإ ًةَْحَْرَو ًةَّدَو َّم 
Terjemahnya: 
“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu pasangan hidup dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung 
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadiakn-Nya diantaramu rasa kasih 
dan saying. Sesuangguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS ar-Ruum/30: 21).8 
 Kemudian Fiman allah diatas dipertegas dalam (QS An-Nur 24:32).  
antara lain : 
   ِإَو ْمُِكداَبِع ْنِم َينِِلِاَّصلاَو ْمُكنِم ىَمَاَيْلْا اوُحِكَنأَو اُونوُكَي نِإ ْمُكِِ اَم
يِلَع ٌعِساَو ُهَّللاَو ِهِلْضَف نِم ُهَّللا ُمِهِنْغ ُي ءَارَق ُف ٌم  
Artinya: 
“Dan kawinkanlah orang-perorang yang sendirian di antara kamu dan 
mereka yang berpekerti baik, termasuk hamba-hamba sahayamu yang 
lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.” (QS An-Nur 24: 
32).9 
 َو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر َلاَق َلاَق ٍرِماَع ِنْب َةَبْقُع ْنَع ْنَأ ِطْرَّشلا َّقَحَأ َّنِإ َمَّلَس
 َجوُرُفْلا ِهِب ْمُتْلَلْحَتْسا اَم ِهِب ىَفُوي 
Artinya:  
Dari Uqbah bin Amir RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 
'Sesungguhnya syarat yang lebih utama untuk dipenuhi adalah apa yang 
dapat menghalalkan bagimu untuk bersenggama."" {Muslim 4/140} 
 
                                                     
8Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya , h. 388. 
 
9Kementrian RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 384. 
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 Dari firman tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perkawinan 
merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Allah, dengan memenuhi 
syarat dan rukun  nikah yang telah ditentukan dalam al-Qur’an dan Hadits. Maka 
pernikahan dinyatakan syah dalam ajaran islam hal ini tentu berbeda dengan 
ketentuan yang dinyatakan syah dalam Hukum Positif Indonesia. 
 Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang dalam kuat dan kekal 
antara dua insan. Suatu ikatan yang mencakup hubungan kekal antara keduanya, 
maka harus terdapat didalamnya kesatuan hati yang dipertemukan dalam suatu 
ikatan yang tidak mudah lepas. Untuk itu harus ada kesamaan dasar dan tujuan 
antara kedua mempelai. Dalam konteks ini, Kepercayaan agama merupakan suatu 
landasan yang mengisi setiap jiwa, mempengaruhinya, menggambarkan 
perasaanya, membatasi semua pengaruh jiwa dan kehendaknya serta menentukan 
jalan kehidupan yang bakal ditempuhnya.10 
2. Landasan Yuridis 
 Ada pun yang menjadi landasan yuridis perkawinan di Indonesia telah 
ditentaukan,  bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk 
pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan 
yang berlaku bagi semua warga negara.11 Selanjutnya dalam pelaksanaannya 
ditentukan dalam Peraturan Pemerintah, KUHPerdata dan Undang-undang No. 1 
Tahun 1974 tentang perkawinan. ada kemungkinan untuk menikah dengan 
melanggar hukum agamanya. 
                                                     
10Muhammad Mutaal Abdul Al-jabry, Perkawinan Campuran menurut pandangan Islam 
(Jakarta PT Bulan Bintang,1995), h .14 
11R. Soetojo Prawirohamidjojo Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga 
(Surabaya: Airlangga University Press, 2008), h. 19  
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 Dalam KHI telah dinyatakan dengan jelas bahwa perkawinan di bawah 
tangan jelas tidak dapat dilaksanakan selain kedua calon suami isteri beragama 
Islam. Sehingga tidak ada peluang bagi orang-orang yang memeluk agama Islam 
untuk melaksanakan perkawinan di bawah tangan. Kenyataan yang terjadi dalam 
sistem hukum Indonesia, perkawinan di bawah tangan dapat terjadi. Hal ini 
disebabkan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan memberikan 
peluang tersebut terjadi, karena dalam peraturan tersebut dapat memberikan 
beberapa penafsiran bila terjadi perkawinan di bawah tangan. 
 Berdasarkan UU No. 1/1974 pasal 66, maka semua peraturan yang 
mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam UU No. 1/1974, 
dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-
undang Hukum Perdata / BW, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen dan 
peraturan perkawinan campuran. Secara a contrario, dapat diartikan bahwa 
beberapa ketentuan tersebut masih berlaku sepanjang tidak diatur dalam UU No. 
1/1974. 
 Perubahan merupakan fenomena yang terjadi dalam kehidupan ini. 
Perubahan kebudayaan adalah ketidaksesuaian diantara unsur-unsur budaya yang 
saling berbeda, sehingga tercapai keadaan yang tidak serasi fungsinya, perubahan 
kebudayaan ini misalnya karena tingkat pendidikan dari anggota masyarakat dan 
pengaruh media massa  sehingga terjadi perubahan, apakah nanti perubahan yang 
mengarah kepada kebaikan atau akan melahirkan budaya baru yang sesuai dengan 
kondisi sosial. 
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C.  Syarat-Syarat Perkawianan secara Islam dan Undang-Undang. 
1.  Syarat-syarat dan Rukun sah perkawinan secara Islam 
 Setiap ibadah Didalam ajaran Islam mempunyai rukun dan syarat, agar 
ibadah tersebut sah dan sesuai dengan ajaran islam. Dalam hal konteksnya dengan 
perkawinan, rukun dari sebuah pernikahan dalam isalam antara lain sebagai 
berikut:12 
a. Adanya calon mempelai pria dan wanita 
b. Adanya wali dari calon mempelai wanita 
c.  Dua orang saksi dari kedua belah pihak 
d.  Adanya ijab; yaitu ucapan penyerahan mempelai wanita oleh wali kepada 
mempelai pria untuk dinikahi 
e. Qabul; yaitu ucapan penerimaan pernikahan oleh mempelai pria (jawaban dari 
ijab) 
 Rukun merupakan ketentuan yang mutlak  atau wajib  dipenuhi oleh 
ummat Islam dalam menjalankan suatu ibadah dalam ajaran. Memang ketentuan 
yang diwajibkan dalam ajaran Islam sangat berbeda dengan ketentuan yang 
diwajibkan didalam undang-undang. Ada pun syarat-syarat perkawinan yang 
ditentukan dalam ajaran islam untuk memenuhi ketetuan rukun atau kewajiban 
mutlak dalam pernikahan. Setiap rukun yang ada harus memiliki syarat-syarat 
tertentu. Hal ini demi sahnya sebuah pernikahan. Adapun syarat-syarat pernikahan 
tersebut dalam islam ditentukan secara individu yang menjadi subyek pernikahan 
itu sendiri. Adapun syarat-syarat perkawinan dalam Islam antara lain : 
a. Mempelai pria: Beragama Islam, Tidak ada paksaan, Tidak beristri empat 
orang, Bukan mahram mempelai wanita, Tidak memiliki istri yang haram 
                                                     
12Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya , h. 388 
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dimadu dengan calon mempelai wanita, calon istri tidak haram dinikahi, 
Tidak sedang ihram haji atau umrah, Cakap melakukan hukum rumah 
tangga dan tidak ada halangan pernikahan 
b. Mempelai wanita : Wanita (bukan banci), Beragama Islam, Memberi ijin 
kepada wali untuk dinikahkan, Tidak bersuami atau dalam masa iddah, 
Bukan mahram mempelai pria,  Belum pernah  dilian oleh calon suami, 
Jelas orangnya, Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah dan Tidak ada 
halangan pernikahan. 
c.  Seseorang dinyatakan tidak terhalang pernikahannya karena: Hubungan 
darah terdekat (nasab),  Hubungan persusuan (radla’ah), Hubungan 
persemendaan (mushaharah), Talak ba’in kubra, Permaduan,  Beristri 4 
orang, Li’an, Masih bersuami atau dalam masa iddah, Mempelai pria yang 
non-muslim dan Ihram haji atau umrah. 
d. Wali mempelai wanita : Pria, Beragama Islam, Mempunyai hak atas 
perwalian, dan tidak ada halangan untuk menjadi wali 
e.  Saksi : Dua orang pria, Beragama Islam, Baligh, Hadir dalam acara akad 
nikah dan mengerti arti dan maksud pernikahan.  
 Ada pun syarat-syarat  sah  yang mesti dilakukan dalam pelaksanaan nikah 
dalam Islam antara lain :13 
a. Adanya ijab dari  mempelai wanita 
b. Adanya qabul oleh mempelai pria 
c. Ijab menggunakan kata-kata nikah atau yang searti dengannya 
d. Ijab dan qabul harus jelas dan saling berkaitan 
e. Ijab dan qabul dalam satu majlis 
f. Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah. 
                                                     
13Abd. Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat (Jakarta: Kencana, 2006), h. 17 
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 Selain rukun dan syarat penikahan, ada juga hal yang harus diperhatikan 
dalam sebuah pernikahan. Pernikahan dianggap batal apabila ada larangan dalam 
pernikahan. Larangan dalam pernikahan yang dimaksud adalah: 
a. Adanya hubungan mahram antara kedua mempelai 
b. Tidak terpenuhinya rukun pernikahan 
c. Terjadi pemurtadan 
 
B. Kedudukan Perkawinan Di bawah Tangan dalam Hukum Positif. 
 Bila berbicara kedudukan perkawinan di bawah, kita harus kembali kepada 
asas dan tujuan hukum ditegakkan?. Tujuan hukum adalah melindungi hak 
masyarakat, kepastian hukum, ketertiban dan memenuhi rasa keadilan.14 Jika di 
kaitkan tujuan hukum dengan perkawinan, sebagaimana dijelaskan di atas tujuan 
perkawinan dalam hukum Islam adalah menciptakan ketentraman, demikian juga 
dengan hukum perkawinan Indonesia yang bertujuan melindungi hak masyarakat 
Indonesia.  
 Ada saling keterkaitan yang  erat antara dua sistem hukum yang berbeda, 
Namun pada hakikatnya tujuannya sama. Karena perkawinan atas pernikahan 
menimbulkan akibat hukum maka negara perlu melindunginya. Untuk itu setiap 
pernikahan yang telah dilaksanakan secara sah menurut ketentuan agama yang 
kedua mempelai maka wajib didaftarkan ke Departemen Agama. Sebagaimana 
disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974 yang berbunyi:15  
“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku”.  
                                                     
14R. Soetojo Prawirohamidjojo Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga 
(Surabaya: Airlangga University Press, 2008), h. 25 
 
15Lihat Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan 
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 Tujuan dari pasal di atas  melindungi akibat hukum yang ditimbulkan oleh 
pernikahan tersebut, baik menyangkut, harta benda, waris, anak dan lain-lain. 
Dalam hal perkawinan yang dilaksanakan secara sah menurut ketentuan syarat 
dan rukun agama kedua mempelai, namun tidak didaftarkan di Departemen 
Agama dianggap tidak pernah menikah secara hukum perkawinan, yang akan 
menimbulkan kerugian kepada kedua belah pihak baik dari istri, suami, maupun 
anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Setelah pernikahan yang dilaksanakan 
sesuai dengan syarat dan rukun agama, kemudian dicatat didaftarkan di 
Departemen Agama. Maka segala akibat hukum yang ditimbulkan akan dilindungi 
oleh hukum, baik dari segi hart benda, warisan dan anak. Dalam hal pernikahan 
yang telah terdaftakan di Departemen Agama suami dan istri memiliki hak dan 
kewajiban yang harus dipenuhi sesuai perjanjian kawin. Kemudian akan terikat 
hak dan kewajiban terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. 
 
C. Kedudukan anak yang lahir di bawah tangan yakni melalui syarat sah 
perkawinan secara yuridis.  
 Di samping syarat dan rukun yang tentukan dalam ajaran islam negara 
juga mengatur syarat-syarat syah yang diatur dalam undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang  perkawinan. Ada pun syarat-syarat perkawian antara lain:16 
a. Syarat perkawinan menurut KUHPer / BW 
b. Syarat perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 
 Dalam masalah pernikahan, kita sering mendengar istilah nikah sirri dan 
nikah di bawah tangan. Banyak orang yang mengartikan keduanya itu sama, 
padahal arti keduanya sangatlah berbeda. begitu juga hukum yang berlaku bagi 
keduanya, baik menurut syar'i maupun menurut undang-undang yang berlaku di 
                                                     
16Alimuddin, Pembuktian Anak dalam Hukum Acara Peradilan, h. 75. 
38 
 
Indonesia. Nikah sirri sendiri berarti nikah yang rahasia, ini dalam arti 
etimologinya. Dalam arti terminologi, nikah sirri terdapat beberapa pengertian. 
Pengertian yang pertama, nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan tanpa 
wali. Penertian yang kedua adalah pernikahan yang dilakukan dengan secara 
sembunyi-sembunyi dengan tidak di adakannya resepsi dan sebagainya dengan 
alasan pernikahannya tidak ingin di ketahui oleh orang banyak. Sedangkan nikah 
di bawah tangan adalah pernikahan yang dilakukan dengan adanya wali namun 
tidak dilaporkan atau dicatatkan di KUA.  
 Begitu juga pengertian nikah sirri dalam konteks fiqh memiliki arti yang 
berbeda dengan yang kita pahami dalam masyarakat. Dengan kata lain nikah sirri 
adalah nikah yang disembunyikan, dirahasiakan dan tidak diekspose ke dunia luar. 
Ulama Syafi’iyah dan Hanafiyah memperbolehkannya, sedangkan Malikiyah 
membolehkan dalam keadaan darurat (takut terhadap orang yang dzakim atau 
penguasa), dan kalangan Hanabilah manyatakan makruh. Oleh karena itu, Komisi 
Fatwa MUI sengaja lebih memilih istilah pernikahan di bawah tangan dari pada 
istilah pernikahan siri. Selain untuk membedakan dengan pernikahan siri yang 
sudah dikenal dalam konteks fiqih, Istilah ini lebih sesuai dengan ketentuan 
agama Islam.  
 Menurut KUHPer / BW Syarat Materil, ada pun Syarat Materil berlaku 
secara Umum, yang berlaku untuk seluruh perkawinan yang terdiri, antara lain 
a. Kata Sepakat (Pasal 28 KUHPerdata) 
b. Asas yang dianut Monogami mutlak (Pasal 27 KUHPerdata) 
c. Batas usia (Pasal 29 KUHPerdata) 
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d. Tenggang waktu tunggu, 300 hari (Pasal 34 KUHPerdata) 
 Disamping syarat materil umum ada juga Syarat Materil Khusus, berlaku 
hanya untuk perkawinan tertentu, ada pun syarat Materil Khusus antara lain :17 
a. Larangan Perkawinan (Pasal 30, 31, 32, 33 KUHPerdata) 
b. Izin Kawin (Pasal 33, 35 – 38, 40, 42 KUHPerdata) 
 Syarat Formil Mengenai Tata Cara Perkawinan, baik sebelum maupun 
setelah perkawinan, Sebelum Perkawinan : 
a. Pemberitahuan/angifte adalah Tentang kehendak kawin kepada pegawai 
catatan sipil, yaitu pegawai yg nantinya akan melangsungkan pernikahan. 
b. Pengumuman 
 Ada pun syarat-syarat perkawiana menurut Undang Undang Nomor 1 
Tahun 1974 antara lain : 
1. Tidak sedang terikat dengan perkawinan sebelumnya. 
2. Memepelai tidak mempunya hubungan darah lurus keatas dan kesamping  
dalam saudara. 
3. Tidak sedang masa iddah: 
a. Kedua mempelai tidak sedang dilarang menikah oleh agamnya. 
b. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 
c. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 
umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 
d. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia 
atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka 
izin dimaksud poin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup 
atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.  
                                                     
 17 Siska Lis Sulistiani, Kedudukan Hukum Anak (Bandung: Refika Aditama, 2015), h. 45. 
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e. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan 
tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh 
dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai 
hubungan darah dalam garis keturunan, lurus ke atas selama mereka 
masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 
f. Minimal berusia 19 tahun untuk pria dan 16 tahun bagi wanita.18 
 
                                                     
18Siska Lis Sulistiani, Kedudukan Hukum Anak, h. 45 
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BAB IV 
ANALISIS PERBANDINGAN ANAK YANG LAHIR DARI 
PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN MENURUT HUKUM 
ISLAM DAN NASIONAL 
A. Kedudukan Anak Di Bawah Tangan menurut Hukum Nasional Dan Hukum 
Islam 
1. Kedudukan anak yang lahir di bawah tangan menurut hukum nasional 
 Penetapan asal-usul anak dari perkawinan di bawah tangan memiliki arti 
yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat di ketahui hubungan 
mahram  (nasab) antara anak dengan ayahnya. Hukum Islam memberikan ketentuan 
lain, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, 
namun hukum Islam memberikan ketentuan lain, seorang anak dapat dikatakan sah 
memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. 
Sebaliknya anak yang lahir di bawah tangan tidak dapat di sebut dengan anak yang 
sah, dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Sebelum pemberlakuan 
UUP, pembuktian sahnya suatu anak dari perkawinan di bawah tangan harus 
berdasarkan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh lembaga catatan sipil. 
Kenyataaan ini sebagai konsekuensi dari perkawinan yang hanya dipandang 
sebagai hubungan perdata. Sedangkan sesudah pemberlakuan UUP, pembuktian 
sahnya suatu perkawinan adalah berdasarkan ototritas agama yang kemudian 
dicatatkan di dalam catatan petugas negara.1  
 keabsahan anak yang lahir di bawah tangan diatur dalam UU No 1/1974 
Pasal 42, 43 dan 44 berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak di dalam 
Undang-undang perkawinan Pasal 55 menegaskan;2 
                                                     
 1 Siska Lis Sulistiani,Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum 
positif dan Hukum Islam(Bandung:Refika Aditama,2015),Hal 4. 
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1. Asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran otentik, yang 
di keluarkan oleh pejabat yang berwenang. 
2. Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka 
pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul anak setelah 
diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti menurut syarat. 
3. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi 
pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang 
bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan. 
 Hak-hak anak dari perkawinan di bawah tangan mendapatkan juga 
perlindungan hukum sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak 
dirumuskan pada 31 hak yaitu: 
1. Hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang. 
2. Hak untuk mendapatkan nama. 
3. Hak untuk mendapatkan kewarganegaraan. 
4. Hak untuk mendapatkan identitas diri. 
5. Hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak. 
6. Hak untuk mendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi. 
7. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam konflik senjata. 
8. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami konflik 
hukum. 
9. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami  eksploitasi 
sebagai pekerja seks. 
10. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi 
dalam penyalahgunaan obat-obatan. 
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11. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi 
seksual dan penyalahgunaan seksual. 
12. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan, 
perdagangan anak-anak. 
13. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi 
sebagai anggota kelompok minoritas atau masyarakat adat. 
14. Hak untuk hidup dengan orang tua. 
15. Hak untuk tetap berhubungan dengan orang tua bila dipisahkan dari salah 
satu orang tua. 
16. Hak untuk mendapatkan pelatihan keterampilan. 
17. Hak untuk berekreasi. 
18. Hak untuk bermain. 
19. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan seni dan kebudayaan. 
20. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagai pengungsi. 
21. Hak untuk bebas beragama. 
22. Hak untuk bebas berserikat. 
23. Hak untuk bebas berkumpul secara damai. 
24. Hak untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber. 
25. Hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi. 
26. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari siksaan. 
27. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan. 
28. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang kejam, hukuman, 
dan perlakuan yang tidak manusiawi. 
44 
 
 
 
29. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penangkapan yang sewenang-
wenang. 
30. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perampasan kebebasan . 
31. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar secara Cuma-Cuma.3 
2. Kedudukan anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan menurut 
hukum Islam 
 Islam juga mengajarkan konsep perlindungan anak. Salah satunya mengenai 
tanggung jawab orang tua terhadap anak atau secara eksplisit mengandung hak 
anak yang harus didapatkan dari kedua orang tuanya sehingga Islam melarang 
terjadinya penelantaran terhadap anak tertuang dalam firman Allah  QS al-Nisa/4: 
9.  
                                  
    
Terjemahnya: 
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.oleh sebab itu hendaklah mereka 
bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang 
benar.4 
Ayat tersebut menegaskan bahwa menjaga anak itu adalah amanah dari 
Allah maka hendaklah para orang tua meninggalkan anak dalam keadaan 
berkecukupan agar anak di kemudian hari (setelah ditinggal mati orang tuanya) 
tidak menjadi pengangguran dan peminta-minta. 
                                                     
3Candra Gautama, Konvensi Hak Anak (Jakarta: LSPP, 2000), h. 243-245. 
4Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya  (Jakarta: Proyek  Pengadaan 
Kitab Suci Al-Qur’an, 1993), h. 116. 
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Pada ayat yang lain, Allah menganjurkan agar umat- Nya ikut serta berperan 
dalam melindungi anak, khususnya anak-anak yang masih di bawah umur. Sesuai 
dengan firman Allah dalam QS al-Tawbah/9: 71.  
              … 
Terjemahnya: 
Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan , sebahagian mereka 
(adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain...5 
Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus 
menjaganya, karena pada dirinya melekat harkat, dan hak-hak sebagai manusia 
yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi 
manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan 
Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Dilihat dari sisi 
kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi 
penerus cita-cita bangsa.6 Dasar hukum pembolehan perkawinan anak di bawah tangan 
yaitu: 
 ِّتِسِل َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر يِنَجَّوَز َت ْتَلاَق َةَشِئاَع ْنَع ِعْسِت ُتِْنب َانَأَو يِب ىَن َبَو َنيِنِس
 َلَع َاَنأَو َناَموُر ُُّمأ يِنْت َتَأَف ًةَمْيَمُج يِرْعَش ىَفَو َف اًرْهَش ُتْكِعُو َف َةَنيِدَمْلا اَنْمِدَق َف ْتَلاَق َنيِنِس ى
 ُدِيُرت اَم يِرْدَأ اَمَو اَه ُتْي َتَأَف يِب ْتَخَرَصَف يِبِحاَوَص يِعَمَو ٍةَحوُجْرُأ ىَلَع يِنْتَف َقْوَأَف يِدَِيب ْتَذَخََأف يِب
ا ىَلَع َنْلُق َف ِراَصْنَْلْا ْنِم ٌةَوْسِن اَذِإَف اًتْي َب يِنْتَلَخْدََأف يِسَف َن َبَهَذ ىَّتَح ْهَه ْهَه ُتْلُق َف ِباَبْلا ِرْيَخْل
 َر َنْلَسَغ َف َّنِهْيَلِإ يِنْتَمَلْسَأَف ٍِرئَاط ِرْيَخ ىَلَعَو ِةََكر َ بْلاَو ِهَّللا ُلوُسَرَو َّلَِّإ يِنْعُر َي ْمَل َف يِنَنْحَلْصَأَو يِسْأ
 ِهْيَلِإ يِنَنْمَلْسََأف ىًحُض َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص 
                                                     
5Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya , h. 291 
6Ahmad Hatta, Tafsir Qur’an Perkata Dilengkapi dengan Asbabul Nuzul & Terjemah 
(Jakarta: Maghrifah Pustaka, 2009), h. 251.  
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Artinya: 
Dari Aisyah RA, dia berkata, "Rasululah SAW menikahiku dikala aku berusia 
enam tahun, dan Rasullulalh SAW menjalin hubungan rumah tangga denganku 
ketika aku berusia sembilan tahun." Aisyah berkata, "Kami datang ke Madinah, 
lalu aku menderita sakit selama sebulan (sehingga rambutku rontok). Setelah 
rambutku tumbuh kembali sampai setinggi pundak, aku didatangi oleh Ummu 
Ruman ketika sedang bermain jungkat-jungkit bersama teman-temanku. Ummu 
Ruman memanggilku lalu aku menghampirinya, tanpa aku mengerti apa yang 
dia inginkan denganku. Lalu dia memegang tanganku dan menghentikanku di 
pintu sampai nafasku bersuara: ha ha ha. Setelah nafasku reda, tida-tiba di situ 
banyak wanita Anshar. Mereka berkata, 'Semoga engkau mendapatkan 
kebaikan, keberkahan, dan keber-untungan.' Ummu Ruman kemudian 
menyerahkanku kepada mereka, lalu mereka membasuh kepalaku dan 
mendandaniku. Setelah itu tidaklah aku dikejutkan kecuali oleh kedatangan 
Rasulullah SAW pada waktu Dhuha, lalu mereka menyerahkanku kepadanya."7 
 
B. Pertanggung Jawaban Anak Yang Lahir Di Bawah Tangan Menurut 
Hukum Nasional Dan Hukum Islam 
Realitas di masyarakat justru perkawinan di bawah tangan justru dianggap 
sebagai suatu hal yang biasa, dengan alasan bahwa yang penting adalah kedua 
mempelai melakukan atas dasar suka sama suka, sekaligus sebagai rasa toleransi 
antar umat beragama, dan inilah kemudian yang dilakukan gerakan di Indonesia 
yang menanamkan dirinya jaringan islam liberal,yang mencoba memberikan 
gagasan-gagasan yang sifatnya kontradiktif dan proyektif, yang telah berhasil 
memunculkan polemik dikalangan kaum muslim Indonesia.  
1. Pertanggung Jawaban Anak Yang Lahir Di Bawah Tangan menurut Hukum 
Nasional 
Menurut Undang undang Perkawinan yang menentukan perkawinan adalah 
sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaanya itu (Pasal 
                                                     
 7Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al- Lu’lu Wal Marjan “Koleksi Hadis yang disepakati 
Bukhari Muslim (Semarang: Al-Ridha (Toha Putra Group), h. 75. 
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2 ayat 1)8. Disisi lain ada juga yang kemudian berpendapat bahwa ikatan hati 
Perkawinan antara dua hati yang berbeda kepercayaan, adalah ikatan yang rapuh 
dan palsu karena keduanya bersatu bukan karena Allah. Jalan hidup yang 
dirintispun berdasarkan agamanya, sementara Allah yang telah memuliakan hamba-
Nya dan meninggikan derajatnya dari derajat hewani menghendaki agar ikatan 
perkawinan itu bertujuan mulia yaitu mencapai ridho Allah yang dijadikan sebagai 
puncak tujuan ,dan menuntut agar hubungan perkawinan itu identik dengan 
kehendak-Nya,Agamanya dan kesesuaian kehidupan ini.9 
Realitas di masyarakat justru perkawinan di bawah tangan justru dianggap 
sebagai suatu hal yang biasa, dengan alasan bahwa yang penting adalah kedua 
mempelai melakukan atas dasar suka sama suka,sekaligus sebagai rasa toleransi 
antar umat beragama, dan inilah kemudian yang dilakukan gerakan di Indonesia 
yang menanamkan dirinya jaringan islam liberal, yang mencoba memberikan 
gagasan –gagasan yang sifatnya kontradiktif dan proyektif,yang telah berhasil 
memunculkan polemik dikalangan kaum muslim Indonesia. Tak sedikit kalangan 
yang menganggap bahwa perkawinan beda agama dibolehkan dalam agama dan 
menurut undang undang perkawinan. 
Menurut Siddik Al-jawi, dalam Fachry mengatakan ketidaksetujuannya 
terhadap gagasan Perkawinan di bawah tangan karna dia menilai dapat 
menghilangkan otentitas agama dan menghambakannya kepada modernisasi. Hal 
ini sepakat pula dengan yang disampaikan Faursan al-Anshari,ia  melihat orang 
yang ingin menerapkan perwujudan keimananya, ia melihat Syariat Islam mampu 
                                                     
 8Siregar Risma, “Perkawinan Campuran Berlainan Iman”, Varia Peradilan Tahun 5 No. 19 
April 1987, h. 157.  
 9Muhammad Mutaal Abdul Al-jabry, h. 17. 
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memberikan solusi atas seluruh problematika ummat masa kini.10 Terlepas dengan 
banyaknya pendapat yang kontra tersebut. Tetapi ada sebagian dikalangan kaum 
muslim yang sependapat dengan gagasan yang dikemukakan terhadap perkawinan 
di bawah tangan dengan gagasan gagasan yang dikemukakan oleh Ratno 
Lukito,menilai gagasan yang di kemukakan jaringan Islam Liberal adalah sebuah 
gagasan orang yang maju,canggih, jenius, yang seharusnya dikembangkan menjadi 
wacana berfikir agar agama mampu memberikan tuntunan dalam kehidupan yang 
semakin berubah.  
Berlakunya peraturan-peraturan tersebut tergantung pada sifat kedinamisan 
kondisi masyarakat yang bersangkutan, maka dinamika yang terdapat dalam 
lingkungan budaya termasuk gagasan-gagasannya maupun hukum yang terdapat 
yang sesuai dengan kondisi masyarakat maka akan terjadi perubahan sikap, 
tindakan serta norma yang sesuai dengan kondisi budaya sosial setempat. 
Sehubungan dengan hal tersebut, maka mengenai perkawinan sering dijumpai 
dalam masyarakat tentang perkawinan yang bermacam-macam bentuk dan 
variasinya banyak corak perkawinan yang terjadi dalam masyarakat yang tidak 
sesuai dengan sistem perkawinan yang sebenarnya.11 Masalah aneka warna dan 
bentuk kebudayaan dalam masyarakat yang dinamis, maka perubahan dan 
percampuran budaya akan selalu terjadi baik karena adanya faktor pemaksaan atau 
adanya peperangan maupun secara sadar dan terbuka diterima oleh masyarakat 
tersebut. Perlu kita ketahui bahwa perkawinan itu bukan hanya menjadi sunnah nabi 
                                                     
 10Muhammad Siddiq Al-Jawi,mengkritisi Artikel “Menyegarkan Kembah Pemahaman 
Islam”21 Mei 2005, h. 2. 
11Drs. H. Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 
27. 
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Muhammad saw. Saja, tetapi merupakan sunnah pada nabi-nabi lainya. Artinya 
jauh sebelum beliau diutus ke dunia ini, para Nabi bahkan nabi dan manusia 
pertama, Adam as telah melakukan perkawinan dan hidup berkeluarga. 
Kehidupan masyarakat yang serba plural dari segi etnis dan hukum yang 
berlaku, sering menimbulkan konflik-konflik kecil dalam kehidupan lainnya, hal ini 
dapat menimbulkan masalah dan merupakan salah satu masalah yang cukup rumit 
dipecahkan, oleh karena sering dihadapkan oleh perbedaan nilai, norma dan hukum 
yang berlaku.12 
2. Pertanggung Jawaban Anak Yang Lahir Di Bawah Tangan menurut Hukum 
Islam 
Dalam Islam juga terdapat beberapa hak-hak anak yang termuat di dalam 
firman Allah swt. sebagai berikut:13  
1. Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan 
dan perlindungan kesehatan. Hal ini berdasarkan QS at-Thalaq/65: 6 
                            
                                     
                 
Terjemahnya: 
Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal 
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 
menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah 
ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya 
hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-
anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika 
                                                     
12Lecessing Rogert. Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Jakarta: UI Press, 1989 ), h. 68. 
13M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Di Hukum, h. 18-19.  
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kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak 
itu) untuknya14. 
Perkawinan itu merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada 
semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. 
Sebagaimana firman Allah dalam Al Qur’an Surat Adz Dzaariyat/ :49 yang 
berbunyi : 
            •      
                   Terjemahnya: 
 “Dan dari segala sesuatu kami jadikan berjodoh-jodohan, agar kamu sekalian 
mau berfikir”.  
   
          Dan begitu pula Allah telah menjelaskan dalam Surat Yasin /36: 36 yang 
berbunyi : 
                         
      
 
                   Terjemahnya: 
 “Maha Suci Allah yang telah menciptakan berpasang-pasangan semuanya, 
baik tumbuh-tumbuhan maupun diri mereka sendiri dan lain-lain yang tidak 
mereka ketahui”  
 
                              Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi 
manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah 
masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam 
                                                     
14Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya , h. 817. 
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mewujudkan tujuan perkawinan. Firman Allah SWT dalam Surat Al Hujarat : 13 
yang berbunyi: 
          •                     •   
           •   
 
Terjemahnya: 
 
“Wahai manusia, kami telah jadikan kamu, dari seorang laki-laki dan seorang 
perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya 
kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara 
kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertaqwa diantara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.15  
 
                              Allah tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang 
hidup bebas mengikuti naurinya dan berhubungan antara jantan dan betinya secara 
anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga keharmonisan dan 
kemuliaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga 
hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan 
saling meridhoi, dengan ucapan ijab qobul sebagai lambang dari adanya rasa ridho-
meridhoi, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau pasangan laki-
laki dan perempuan itu telah saling terikat.16 
                Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri 
(seks), memelihara keturunan dengan baikm dan menjaga kaum perempuan agar 
tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. 
Pergaulan suami istri diletakkan di bawah naungan naluri keibuan dan kebapakkan, 
                                                     
 15Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya , h. 353. 
 16Ahmad Hatta, Tafsir Qur’an Perkata Dilengkapi dengan Asbabul Nuzul & Terjemah 
(Jakarta: Maghrifah Pustaka, 2009), h. 251. 
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sehingga nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan membuahkan 
buah yang bagus. Peraturan perkawinan inilah yang diridhoi Allah dan diabadikan 
Islam untuk selamanya, sedangkan yang lainnya dibatalkan.  
 
C. Persamaan Dan Perbedaan Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum 
Islam  Dan Hukum Nasional 
 Istilah nikah di bawah tangan adalah nikah tanpa adanya suatu pencatatan 
pada instansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Nikah di 
bawah tangan ada setelah berlakunya UU perkawinan secara efektif tahun 1975. 
Hukumnya sah menurut hukum Islam sepanjang tidak ada motif sirri, tentunya juga 
telah memenuhi ketentuan syari’ah yang benar. Sedangkan Nikah sah adalah nikah 
yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing- masing ( lihat pasal 2 
ayat (1) UU perkawinan. Namun sebagian akademisi dan praktisi hukum 
berpendapat sah dan tidaknya suatu perkawinan menurut hukum nasional indonesia 
juga disyaratkan dengan diselenggarakan atau tidaknya pencatatan pada KUA.17 
 Dalam hal ini perkawinan yang tidak dicatatkan tetap sah.karena syarat 
sahnya pernikahan tidak disangkut pautkan dengan pencatatan, tetapi disyaratkan 
dengan pelaksanaan yang sesuai dengan ajaran agama masing-masing sebagaimana 
yang diatur dalam UU perkawinan pasal 2 ayat (1).18 Menurut MUI, nikah di bawah 
tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah pernikahan yang terpenuhi semua 
rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam). Namun, nikah ini 
                                                     
 17Abdul Rahman, Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional  Anak 
Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam (Makassar: Alauddin University 
Press, 2011), h. 86. 
 18 Mardani,  Hukum Islam ( Cet. 2; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 4. 
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tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-
undangan. Sedangkan pengertian nikah sendiri (secara syar’i dalam konteks fiqh) 
adalah pernikahan yang dilakukan dua mempelai yang dihadiri wali dan dua saksi 
dengan upaya disebarluaskan dalam bentuk (I’lan) maupun walimatul ursy. Nikah 
dalam konteks fiqh memang tidak mensyaratkan pencatatan, namun Nikah dalam 
konteks yuridis Indonesia mengharuskan adanya pencatatan. Hal itu dikarenakan 
pemaknaan nikah bawah tangan oleh UU Indonesia sebagai pernikahan yang 
dilakukan secara syar’i (konteks fiqh) dan diketahui orang banyak , hanya saja tidak 
dicatatkan di kantor urusan agama. Sehingga yang membedakan nikah bawah 
tangan dan bukan adalah akta nikah sebagai bukti pernikahan.19 
 Adapun tentang nikah di bawah tangan yang dimaksud dalam fatwah MUI 
adalah pernikahan yang dipenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan oleh 
fikih (hukum Islam) namun tampa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagai 
mana yang diatur dalam perundang- undangan yang berlaku. Perkawinan seperti itu 
dipandang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan dan sering 
kali menimbulkan dampak negatif (madharat) terhadap istri dan anak- anak yang 
dilahirkannya terkait dengan hak- hak mereka seperti nafkah, hak waris dan lain 
sebagainya. Tuntutan pemenuhan hak- hak tersebut mana kala terjadi sengketa akan 
sulit dipenuhi akibat tidak adanya bukti catatan resmi perkawinan yang sah. 
 Oleh karena itu ulama sepakat bahwa pernikahan harus dicatatkan pada 
instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif atau 
                                                     
 19Mardani,  Hukum Islam ( Cet. 2; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 4. 
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almudharat. Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena terpenuhinya syarat 
dan rukun nikah tetapi haram jika terdapat sesuatu yang mudhrat di dalamnya.20 
 Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum 
Islam di indonesia terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga. Dan sejak 
diberlakukannya pada tahun 1974 melalui UU No. 1 tahun 1974 tentang 
perkawinan, prosedur legalisasi perkawinan masih disalah fahami oleh kebanyakan 
umat Islam Indonesia. Oleh karenanya terlihat sekali adanya dikotomi antar apa 
yang dipahami sebagai syarat sahnya perkawinan menurut masyarakat dan 
pemerintah. Adapun perkawinan di bawah tangan sendri merupakan perakwinan 
yang dilakukan menurut figh tanpa pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). 
 Dalam hal ini, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif 
bagi warga negara yang melansungkan perkawinan. Dalam suatu negara yang 
teratur, segalah hal yang berhubungan dengan penduduk harus dicatat, seperti 
kelahiran,kematian, demikian pula perkawinan (al-nikah).21 Pencatatan ini 
selanjutnya dinyatakan dalam surat-surat akte resmi yang dimuat dalam daftar 
pencatatan.  
 Pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan penting dalam 
kehidupan seseorang seperti adanya akte lahir sebagai tanda bukti kelahiran, kartu 
tanda penduduk sebagai bukti warga negara. Adapun perkawinan berkaitan dengan 
hak waris mewarisi dan keturunan (al-nasab), sehingga perkawinan harus dicatat 
                                                     
 20Neng Djubaedddah, Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 
ditinjau dari Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 75. 
 21Neng Djubaedddah, Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 
ditinjau dari Hukum Islam, h. 75. 
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untuk menjaga agar jangan ada sampai konflik Hukum dikemudian hari.22 Dalam 
hal ini, sahnya suatu akad nikah harus memenuhi ketentuan Undang-undang 
perkawinan (UUP) pasal 2 ayat(1) mengenai tata cara agama, dan ayat (2) 
mengenai pencatatan nikahnya oleh Pegawai Pencatat Nikah ( PPN) secara 
simultan. Dengan demikian, ketentuan ayat (1) dan (2) merupakan syarat kumulatif, 
bukan syarat alternatif. Oleh karena itu menurut Undang-undang perkawinan, 
perkawinan yang dilakukan menurut fiqh Islam tanpa pencatatan oleh Pegawai 
Pencatat Nikah (PPN), belum dianggap sebagai perkawinan yang sah. Dengan 
demikian bahwa, akta perkawinan (Nikah) tersebut merupakan hal yang sangat 
menentukan akan kebenaran suatu permasalahan apabila diperkarakan. Dan dalam 
lingkungan internasional akta catatan sipil mendapat pengakuan yang sah. 
 Dalam pasal 5 ayat (1) komplikasi hukum Islam juga menyebutkan bahwa 
“agar terjamin ketertiban suatu perkawinan bagi masyarakat Islam maka setiap 
perkawinan harus dicatat”. Dengan adanya tertib adminstrasi kenegaraan ini 
diharapkan peristiwa-peristiwa perkawinan di indonesia dapat dikontrol sehingga 
tidak ada pihak-pihak (terutama wanita) yang dirugikan. Dengan kata lain, 
peraturan perundang-undangan itu dibuat bukannya tampa tujuan. Seseorang akan 
mengalami kegagalan untuk mendapatkan kepastian hukum, hanya karena tidak 
dapat menunjukkan bukti yang otentik tentang identitas seseorang.23  
 Berdasarkan pemaparan di atas maka jelaslah bahwa aspek hukum dari 
pencatatan nikah adalah untuk memperoleh suatu kepastian hukum dalam hal 
                                                     
 22Neng Djubaedddah, Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 
ditinjau dari Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 75. 
 23 Witanto, Hukum Keluarga Hak Dan kedudukan Anak Luar kawin (Jakarta: Prenada 
Media Group), h. 85.  
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perkawinan dan nasab anak.Segalah peristiwa itu dicatat, karena sebagai sumber 
adanya kepastian perkawinan di bawah tangan tidak mempunyai hubungan hukum 
dengan ayahnya pada saat terjadinya konflik dan pertengkaran yang berujung 
dengan perceraian walau perceraian tersebut itupun di bawah tangan pula.Adapun 
bagi mereka yang sudah melaksanakan pernikahan sebelum keluarnya undang-
undang tentang perkawinan, maka didalam kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 2 
disebutkan bahwa dalam perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, 
dapat diajukan itsbat nikahnya  ke pengadilan agama”. 
 Oleh karenanya, dilegalkannya perkawinan di bawah tangan, alias nikah 
tanpa surat nikah oleh MUI tersebut, tentunya dapat menimbulkan fitnah dimana-
mana jika seseorang berjalan dengan seorang wanita yang bukan muhrim-nya. 
Lebih tegasnya lagi adalah,akan muncul praktek prostitusi dengan alasan nikah siri 
atau nikah di bawah tangan ini. Untuk itu, yang terbaik dan sangat bijak dialkukan 
oleh MUI adalah dengan melihat perkembangan zaman yang begitu kompleks, 
sehingga hanya mengeluarkan satu putusan saja yang paling kuat dan tegas seperti 
pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah 
preventif untuk menolak dampak negatif atau al-mudhrat ( saddan li adz-dzar’ah), 
tidak dengan jawaban yang mendua sehingga terlihat 24kembali dikotomi antara 
negara dan agama yang terus membingungkan umat.25 
 Berdasarkan uraian tersebut bahwa hukum Islam di Indonesia yang 
membahas tentang perkawinan di bawah tangan tertuang di dalam Undang-undang 
Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dan 
                                                     
 24Mohammad Asmawi. Nikah dalam perbincangan dan perbedaan (Yogyakarta: 
Darussalam,2004), h. 33. 
 25 Mohammad Asmawi. Nikah dalam perbincangan dan perbedaan, h. 33. 
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dalam peraturan perkawinan tersebut dijelaskan bahwa tujuan utama dari adanya 
pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan ketertiban yang berkaitan dengan 
admistrasi kenegaraan yang diharapkan akan mengarah kepada terciptanya 
ketertiban sosial kemasyarakatan. Oleh karenanya, pernikahan di indonesia  itu sah 
apabila telah terpenuhnya syarat dan rukun perkawinan, namun juga tetap harus 
dicatat oleh negara. Dengan adanya tertip adminstrasi kenegaraan ini  diharapkan 
peristiwa-peristiwa perkawinan di Indonesia dapat dikontrol sehingga tidak ada 
pihak-pihak (terutama wanita) yang dirugikan. Karena jika kita lihat kondisi umat 
Islam Indonesia pada saat ini yang begitu konpleks bermasalah di dalamnya, 
termasuk dengan masalah kekerasaan terhadap wanita (istri), maka penjelasan 
tentang perkawinan yang tidak perlu dicatat dapat dipertimbangkan kembali 
keabsahannya sehingga akan terasa niai mashlahat didalamnya dengan lebih 
mengedepankan mashlahat yang umum. Kepastian hukum disebut juga dengan 
istilah principle of legal security dan rechtszekerheid. Kepastian hukum adalah 
perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap 
warga negara. Kepastian hukum (rechtszekerheid) juga diartikan dengan jaminan 
bagi anggota masyarakat bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara/penguasa 
berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang.26  
 Sedangkan Itsbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri isbat dan 
nikah. Itsbat nikah sebenarnya sudah menjadi istilah dalam Bahasa Indonesia 
dengan sedikit revisi yaitu dengan sebutan isbat nikah. Menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) 
                                                     
 26Mohammad Asmawi. Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan. (Yogyakarta: 
Darussalam, 2004), h. 33. 
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nikah. Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan 
menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang 
berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).27  
 Status perkawinan dalam hal ini diartikan dengan keadaan dan kedudukan 
perkawinan yang telah dilangsungkan. Dalam aspek ini sebenarnya undang-undang 
telah memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah.28  
 Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum 
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan Pasal 2 
disebutkan bahwa Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada 
Perkawinan diluar hukum rnasing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, 
sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak 
bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang.29 
 Berdasarakan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 UUP dan penjelasannya ini, dapat 
diketahui bahwa patokan untuk mengetahui suatu perkawinan sah adalah hukum 
masing-masing agama dan kepercayaan para pihak serta ketentuan perundang-
undangan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
                                                     
 27Muhammad Mutaal Abdul Al-jabry, Perkawinan Campuran menurut pandangan Islam 
(Jakarta PT Bulan Bintang,1995), h .14.  
 28Witanto, Hukum Keluarga Hak Dan kedudukan Anak Luar kawin (Jakarta: Prenada 
Media Group), h. 87. 
 29 Witanto, Hukum Keluarga Hak Dan kedudukan Anak Luar kawin, h. 35. 
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 Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena 
dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak 
suami/isteri, kemaslahatan anak maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri. 
Perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasan atau di hadapan  Pegawai 
Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama akan mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti 
telah dilangsungkannya sebuah perkawinanAkta Nikah merupakan akta autentik 
karena akta nikah tersebut dibuat oleh dan di hadapan pegawai pencatat nikah 
sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan, dibuat 
sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 
1975 dan dibuat di tempat Pegawai Pencatat Nikah/Kantor urusan Agama tersebut 
melaksanakan tugasnya.30 
 Meskipun, Peraturan Perundang-Undangan sudah mengharuskan adanya 
Akta Nikah sebagai bukti perkawinan, namun tidak jarang terjadi suami istri yang 
telah menikah tidak mempunyai kutipan akta nikah. Kemungkinan yang jadi 
penyebab tidak adanya kutipan akta nikah disebabkan oleh beberapa faktor 
seperti:31 
a. Kelalaian pihak suami isteri atau pihak keluarga yang 
melangsungkanUndang-Undang Perkawinan  
b. Tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk berpoligami terutama tidak adanya 
persetujuan dari isterisebelumnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 100 KUH PerdataUndang-Undang 
Perkawinan  
                                                     
 30Witanto, Hukum Keluarga Hak Dan kedudukan Anak Luar kawin (Jakarta: Prenada 
Media Group), h. 89. 
 31 Witanto, Hukum Keluarga Hak Dan kedudukan Anak Luar kawin, h. 89. 
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c. Tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk berpoligami terutama tidak adanya 
persetujuan dari isteri sebelumnya.  
 Dalam KHI telah dinyatakan dengan jelas bahwa perkawinan di bawah 
tangan jelas tidak dapat dilaksanakan selain kedua calon suami isteri beragama 
Islam. Sehingga tidak ada peluang bagi orang-orang yang memeluk agama Islam 
untuk melaksanakan perkawinan di bawah tangan. Kenyataan yang terjadi dalam 
sistem hukum Indonesia, perkawinan di bawah tangan dapat terjadi. Hal ini 
disebabkan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan memberikan 
peluang tersebut terjadi, karena dalam peraturan tersebut dapat memberikan 
beberapa penafsiran bila terjadi perkawinan di bawah tangan.32  
 Berdasarkan UU No. 1/1974 pasal 66, maka semua peraturan yang 
mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam UU No. 1/1974, dinyatakan 
tidak berlaku lagi yaitu perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata / BW, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen dan peraturan 
perkawinan campuran. Secara a contrario, dapat diartikan bahwa beberapa 
ketentuan tersebut masih berlaku sepanjang tidak diatur dalam UU No. 1/1974.33 
Perubahan merupakan fenomena yang terjadi dalam kehidupan ini. Perubahan 
kebudayaan adalah ketidaksesuaian diantara unsur-unsur budaya yang saling 
berbeda, sehingga tercapai keadaan yang tidak serasi fungsinya, perubahan 
kebudayaan ini misalnya karena tingkat pendidikan dari anggota masyarakat dan 
pengaruh media massa  sehingga terjadi perubahan, apakah nanti perubahan yang 
mengarah kepada kebaikan atau akan melahirkan budaya baru yang sesuai dengan 
kondisi sosial. Lebih lanjut dijelaskan oleh para ahli antropologi terkenal seperti 
Redfield LintHarkovits merumuskan bahwa akulturasi meliputi fenomena yang 
timbul sebagai akibat adanya kontak secara langsung dan terus-menerus antar 
                                                     
 32 M. Nasri Djamil, Anak Bukan Untuk Di Hukum, h. 22. 
 33 M. Nasri Djamil, Anak Bukan Untuk Di Hukum, h. 23. 
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kelompok-kelompok manusia yang mermpunyai kebudayaan yang berbeda-beda. 
Sehingga menimbulkan adanya perubahan kebudayaan yang asli dari kedua 
masyarakat yang bersangkutan.34 
 Terjadinya perubahan suatu kebudayaan itu muncul karena keadaan 
masyarakat yang serba plural akan bertemu dan saling bahur-membahur dengan 
beberapa kelompok etnik lainnya yang berbeda-beda pola kebudayaannya. Di mana 
setiap anggotanya akan memainkan peranan sebagai pengungkapan akan 
kedudukannya sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi. Peran yang 
dilakukan itu terwujud pada tindakan dengan menggunakan strategi adaptif tertentu 
yang memiliki eksistensi baik sebagai individu maupun sebagai kelompok dan 
anggota masyarakat tertentu.35 Setelah adanya kedudukan anak dalam ketentuan 
hukum Islam kemudian  akan timbulnya suatu pemberian hak atau melahirkan hak 
anak yang harus diakui/diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang 
diterima  oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara. Setelah adanya 
hak  anak dalam pandangan hukum Islam yang memiliki aspek secara 
universal  terhadap kepentingan anak itu sendiri yaitu meletakkan hak anak dalam 
 hukum Islam, memberikan sebuah gambaran bahwa tujuan dasar kehidupan   umat 
Islam adalah membangun ummat manusia yang memegang teguh ajaran Islam 
dengan demikian, hak anak dalam pandangan hukum Islam meliputi aspek hukum 
dalam lingkungan hidup seseorang untuk Islam.  
 Di Indonesia perkawinan di bawah tangan dikategorikan dalam empat 
golongan tergantung pemicunya , yaitu : 
                                                     
34Abdullah Ahmad. BA. Kerajaan Bima dan Kebudayaan Bima (Diterbitkan oleh Kantor 
Kebudayaan Kabupaten Bima. 1992 ), h. 15. 
35Mohammad Asmawi. Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan. (Yogyakarta: 
Darussalam, 2004), h. 33. 
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1. Berbenturan dengan aturan dalam hukum positif, yaitu pernikahan di bawah 
tangan yang dilakukan untuk menghindari prosedur yang berbelit-belit, pada 
umumnya menyangkut persyaratan administratif. Seperti masalah 
pernikahan dengan warga negara lain, faktor usia, faktor ingin menikah lagi, 
dan lain-lain. 
2. Faktor psikologis, perkawinan di bawah tangan yang dilakukan karena 
faktor psikologis dalam artian faktor usia, telah memenuhi persyaratan 
untuk menikah. Dari segi ekonomi dan orang tua tidak ada masalah namun 
studi mereka belum selesai. Secara psikologis mereka belum benar-benar 
siap untuk mandiri. Dalam kasus ini biasanya mereka membuat perjanjian 
seperti tidak memilki anak terlebih dahulu. 
3. Faktor ekonomi, faktor pemicu ini pada umumnya terjadi di kelompok-
kelompok marjinal, orang-orang yang hidup ditempat terlarang atau tidak 
diakui keberadaannya (misal pinggiran sungai). 
4. Faktor tradisi, sebagai sebuah tradisi yang berlangsung turun temurun, 
mereka menganggap nikah di bawah tangan sebagai suatu kelaziman, yang 
lumrah, praktis, dan ekonomis, sehingga mereka merasa tidak perlu 
dilegalkan. Umumnya perempuan didaerah pedesaan, daerah terpencil, 
ataupun kelompok marjinal menjalaninya sebagai sesuatu yang biasa, 
pernikahan dibawah tangan, dibawah umur adalah suatu kewajiban sosial. 
Yang terpenting adalah status sebagai istri. 
 Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang dalam kuat dan kekal antara 
dua insan. Suatu ikatan yang mencakup hubungan kekal antara keduanya, maka 
harus terdapat didalamnya kesatuan hati yang dipertemukan dalam suatu ikatan 
yang tidak mudah lepas. Untuk itu harus ada kesamaan dasar dan tujuan antara 
kedua mempelai. Dalam konteks ini, Kepercayaan agama merupakan suatu 
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landasan yang mengisi setiap jiwa, mempengaruhinya, menggambarkan 
perasaanya, membatasi semua pengaruh jiwa dan kehendaknya serta menentukan 
jalan kehidupan yang bakal ditempuhnya.36 Bab larangan perkawinan. Pada pasal 
40 point C dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang 
pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Kemudian dalam pasal 44 
dinyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan 
dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. 
                                                     
36Muhammad Mutaal Abdul Al-jabry, Perkawinan Campuran menurut pandangan Islam 
(Jakarta PT Bulan Bintang,1995), h .14 
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BAB V 
PENUTUP  
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan berbagai penjelasan dan uraian bab perbab dari penelitian ini,  
maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Di dalam undang-undang positif anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 
berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan 
diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Hukum tidak mengatur bahwa anak yang 
lahir dari perkawinan dibawah tangan tidak memiliki hak hukum justru anak 
sangat dilindungi oleh Negara hal itu diatur dalam Dalam pasal 1 Undang-
undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pada hakikatnya setiap 
anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi 
ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain, seorang anak dapat 
dikatakan sah apabila memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari 
perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, 
tidak dapat disebut anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di 
luar perkawinan yang sah, dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan 
ibunya. 
2. Konsekuensinya menurut Pasal 42 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah 
adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, dan 
anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata 
dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan anak tersebut selanjutnya akan 
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diatur dalam Peraturan Pemerintah. Artinya si anak tidak mempunyai hubungan 
hukum terhadap ayahnya. Di dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap 
sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang 
melahirkannya. Keterangan berupa status anak luar nikah dan tidak tercantumnya 
nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi 
si anak. Ketidak jelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan 
antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja  suatu waktu ayahnya 
menyangkal bahwa  anak tersebut adalah bukan anak kandungnya. Hal ini sangat 
merugikan kepada si anak baik dalam kehidupan pribadinya ataupun dalam 
pergaulan si anak di dalam masyarakat sehingga berakibat si anak tersebut  tidak 
berhak atas biaya kehidupan,  pendidikan, dan harta warisan dari ayahnya. 
3. Mengenai status anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan, maka menurut 
hukum Islam, anak mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya. Sebab, anak 
yang lahir dari hubungan syibhah saja ditetapkan nasabnya kepada bapak, apalagi 
nikah dibawah tangan yang termasuk nikah yang diperselisihkan”boleh dan 
sahnya”oleh para ulama. Karena itu, nikah dibawah tangan itu dianggap cacat 
/fasad yang ringan. Sedangkan menurut pandangan hukum posiistif, anaknya 
hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. 
Adapun status anak yang lahir dari nikah di bawah tangan (nikah yang hanya 
memenuhi pasal 2 ayat (1) saja dari UU Perkawinan), maka menurut hukum 
Islam, anaknya sah dan mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya. 
Sedangkan menurut hukum posiitf, anaknya tidak sah, karena nikahnya tidak sah, 
sebab tidak memenuhi pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan. Karena itu, 
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si anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya 
(vide UU Perkawinan Pasal 43 dan Kompialsi Hukum Islam pasal 100). 
B. Implikasi Penelitian 
 Berdasarkan pada pembahasan kesimpulan tersebut memberikan saran sebagai 
berikut : 
1. Perkawinan dibawah tangan merupakan hal yang dipersilisihkan oleh para 
ulama olehnya itu ada baiknya bahwa perkawinan tersebut dilakukan sesuai 
dengan jalur hukum Negara agar pernikahan yang terjadi sah dimata Agama 
dan Negara, sehingga anak yang lahir nantinya mempunyai status hukum 
yang sah. Pernikahan yang tidak tercatat oleh Negara akan sangat berdampak 
nantinya jika ada anak yang lahir karna bisa saja nantinya salah satu dari 
orang tua anak tersebut tidak mau mengakuinya, dan memang pada saat 
pernikahan tidak ada bukti yang jelas akibatnya anak tersebut bisa saja 
kehilangan salah satu orang tua dari segi status hukum. 
2. Seharusnya orang tua harus mengerti dampak dan konsekuensi jika mereka 
melakukan perkawinan dibawah tangan ini dapat menyebabkan status hukum 
anak menjadi tidak jelas dan bahkan bisa jadi anak yang lahir tersebut 
nantinya akan dikucilkan dan tidak diakui secara hukum nasional. 
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